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PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

bahwa rencana detail tata ruang bertujuan untuk
menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,
pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan
demi menciptakan akses yang adil terhadap ruang yang
ada;

bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang yang efektif
dan efisien untuk menciptakan ruang yang layak huni,
berkelanjutan, dan adil bagi semua lapisan Masyarakat
maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Detail Tata Ruang;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor PB.02.02/385-200.12/VII/2024 tanggal
23 Juli 2024 maka perlu dilakukan perubahan Peraturan
Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Detail
Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere
Tahun 2023-2043;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sikka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata
Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere Tahun
2023-2043;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana
Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 329);

Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023 Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan
Maumere Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Kabupaten
Sikka Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN
2023-2043

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere
Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 12),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...



1.

Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(4)

Delineasi WP Perkotaan Maumere ditetapkan sebagai WP 1
berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 4.108,21
(empat ribu seratus delapan koma dua satu) hektare.

Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Alok Timur,
Kecamatan Nita, Kecamatan Alok, dan Kecamatan Nelle;

c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kangae; dan

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Alok Barat.Delineasi WP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. sebagian Desa Takaplager dan sebagian Desa Wuliwutik di
Kecamatan Nita;

b. seluruh Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Nangalimang,
seluruh Kelurahan Kabor, dan seluruh Kelurahan Kota Uneng di
Kecamatan Alok;

c. Sebagian Kelurahan Hewuli, Sebagian Kelurahan Waliliti, sebagian
Kelurahan Wolomarang, dan sebagian Kelurahan Wuring di
Kecamatan Alok Barat; dan

d. seluruh Kelurahan Beru, seluruh Kelurahan Kota Baru, seluruh
Kelurahan Nangameting, seluruh Kelurahan Waioti, seluruh
Kelurahan Wairotang, sebagian Desa Lepo Lima, sebagian Desa
Watugong, dan sebagian Desa Gong Bekor di Kecamatan Alok
Timur.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagi menjadi 5

(lima) SWP meliputi:

a. SWPI.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok I.A.3 mencakup
Sebagian Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Nangalimang,
Sebagian Kelurahan Kabor, seluruh Kelurahan Beru, seluruh
Kelurahan Kota Baru, seluruh Kelurahan Nangameting, seluruh
Kelurahan Waioti, seluruh Kelurahan Wairotang, sebagian Desa
Lepo Lima, sebagian Desa Watugong, dan Desa Gong Bekor;

b. SWPI.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok [.B.3 mencakup
Sebagian Desa Takaplager, sebagian Desa Wuliwutik, sebagian
Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Nangalimang, sebagian
Kelurahan Kabor, sebagian Kelurahan Kota Uneng, dan sebagian
Kelurahan Wolomarang;

c. SWPI.C terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 mencakup
sebagian Desa Wuliwutik, sebagian Kelurahan Madawat, sebagian
Kelurahan Kota Uneng, sebagian Kelurahan Wailiti, dan sebagian
Kelurahan Wolomarang,;

d. SWP L.D terdiri atas Blok [.D.1 dan Blok I.D.2 mencakup sebagian
Kelurahan Hewuli, sebagian Kelurahan Waliliti, dan sebagian
Kelurahan Wolomarang; dan

e. SWP L.E terdiri atas Blok I.LE.1 dan Blok I.LE.2 mencakup sebagian
Kelurahan Hewuli, sebagian Kelurahan Wailiti, dan sebagian
Kelurahan Wuring.

(5) Delineasi ...



(5) Delineasi WP Perkotaan Maumere sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Perkotaan Maumere sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat (2) Pasal S diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
c. pusat pelayanan lingkungan.
(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP [.B pada Blok [.B.2.
(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.3;
b. SWP I.C pada Blok I.C.3;
c. SWP L.D pada Blok I.D.2; dan
d. SWP L.E pada Blok I.LE.2.
(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
a. SWP LA pada Blok [.A.1;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
c. SWP L.E pada Blok L.LE.1.

(5) Rencana ...



(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III.LA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b meliputi:

jalan umum;

terminal penumpang;

jembatan;

Pelabuhan Pengumpul;

pelabuhan pengumpan;

pelabuhan perikanan; dan
g. bandar udara pengumpul.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
[II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

mepe TP

Pasal 9A
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. Patsomba terdapat di SWP L.E pada Blok I.LE.2;
b. Patsomba II terdapat di SWP L.LE pada Blok [.LE.2; dan
c. Plambiran terdapat di SWP L.E pada Blok [.LE.2.
Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10
Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d berupa Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP 1.B pada
Blok I.B.3.
Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
a meliputi:

a. infrastruktur ...



8.

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem,;

c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

d. gardu listrik.

(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit
listrik tenaga diesel (PLTD), yaitu PLTD Wolomarang di SWP I.D pada
Blok I.D. 1.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa SUTT meliputi:

a. SUTT 150 kV PLTMG Maumere-GI Maumere melintas di SWP 1.B,
SWP I.C, dan SWP I.D; dan

b. SUTT 70 kV GI Ropa-GI Maumere melintas di SWP I.D dan SWP
LE.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari:

a. SUTM melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP
I.LE; dan
b. SUTR melintas di SWP [.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.
(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. gardu induk berupa GI 150 kV Maumere terdapat di SWP [.D pada
Blok I.D.1; dan
b. gardu distribusi terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.3;
2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
4. SWP L.D pada Blok I.D.1; dan
5. SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan serat optik meliputi:
1. Jalur SKSO P30 Ende-Maumere melintas di SWP [.LA, SWP I.B
SWP I.C, SWP I.D, dan SWP L.LE; dan

2.Jdalur ...



9.

2. Jalur SKSO P30 Merauke-Larantuka melintas di SWP [.A dan
SWP L.B.
b. sentral telepon otomat (STO) berupa POP Maumere terdapat di SWP
[.B pada Blok I.B.2.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(4)

b berupa Menara BTS terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.3;

SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.2; d.

SWP I.D pada Blok [.D.2; dan

SWP L.E pada Blok I.LE.2.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
II1.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

°opo o

Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 17

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf c meliputi:

a. sistem pengendalian banjir; dan

b. bangunan sumber daya air.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa Jaringan Pengendalian Banjir melintas di SWP [.B dan
SWP I.C.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa prasarana irigasi terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [.A.2 dan Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok [.B.2; dan

c. SWP L.D pada Blok I.D.1.

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
[II.LE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 18

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf d meliputi:

a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan ...



(2)

(3)

(4)

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. unit produksi berupa bangunan penampung air yaitu SPAM PPI
Wuring terdapat di SWP [.E pada Blok 1.E.2;
b. unit distribusi berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintas di
SWP LA, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP L.E; dan
C. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok 1.A.3;
2. SWP L.B pada Blok I.B.2;
3. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
4. SWP L.E pada Blok I.LE.1.
Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:
a. Sumur Pompa terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.3; dan
2. SWP L.B pada Blok I.B.2.
b. bangunan penangkap mata air meliputi:
1. Reservoir Ilegetang PDAM Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok
[.LA.2; dan
2. Reservoir NUSP M3 Wolonmaget terdapat di SWP I.C pada Blok
I.C.2.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
[II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah dan ayat (2) Pasal 20 dihapus, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 20

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS).
Dihapus

(3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada

(4)

ayat (1) terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.3;

b. SWP I.B pada Blok [.B.2; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.3.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

12. Ketentuan ...



12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 22 diubah, ayat (6)
dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 22

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf h meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. tempat evakuasi;
c. Jaringan Pejalan Kaki; dan
d. Pengaman pantai.
Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
Dalam Kota Maumere (K34.2) melintas di SWP I.B dan SWP 1.C;
Dalam Kota Maumere (K34.4) melintas di SWP 1.B;
Dalam Kota Maumere (K34.5) melintas di SWP 1.B;
Dalam Kota Maumere (K34.8) melintas di SWP 1.B;
Dalam Kota Maumere (K34.9) melintas di SWP 1.B;
Dalam Kota Maumere (K34.39) melintas di SWP [.B;
Dalam Kota Maumere (K34.40) melintas di SWP 1.B;
Dalam Kota Maumere (K34.48) melintas di SWP LA;
Dalam Kota Maumere (K34.62) melintas di SWP LA;
Dalam Kota Maumere (K34.69) melintas di SWP LA;
Dalam Kota Maumere (K34.77) melintas di SWP LA;
Dalam Kota Maumere (K34.78) melintas di SWP 1.A;
. Dalam Kota Maumere (K34.80) melintas di SWP [.A;
Dalam Kota Maumere (K34.86) melintas di SWP 1.B;
Dalam Kota Maumere (K34.93) melintas di SWP LA;
J1. Bengkumis melintas di SWP 1.C;
Jl. Nangahure Bukit melintas di SWP L.E;
Jl. Raya Maumere-Magepanda melintas di SWP 1.B, SWP [.C, SWP
I.D, dan SWP L.E;
Jln. A. Yani (Maumere) melintas di SWP L.A;
Jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;
Jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP [.A dan SWP L.B;
Jln. Sudirman (Maumere) melintas di SWP L A;
. JIn. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP 1.B;
Lingkar Luar melintas di SWP LA, SWP [.B, SWP I.C, SWP 1.D, dan
SWP 1L.E;
y. Nangameting—Watubuku melintas di SWP [.A;
z. Woloara—Bts. Kota Maumere melintas di SWP I.A dan SWP 1.B;
aa. Wolomarang-Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP 1.D; dan
bb. jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP LA, SWP 1.B, dan
SWP L.E.

nQT e BT FTIER DO QL TP
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(3) Tempat ...



(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
b. Tempat Evakuasi Akhir.

(4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a meliputi:

a. Lapangan Kelurahan Hewuli terdapat di SWP [.E pada Blok L.LE.1;
b. Lapangan Kelurahan Madawat terdapat di SWP I.B pada Blok [.B.2;
c. Lapangan Kota Baru terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.3; dan
d. Lapangan SMPK Yapenthom I Maumere terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.3.
(5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
meliputi:

a. Gelora Samador terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.2;

b. Lapangan Rumah Pembinaan Santo Benediktus Nangahure
terdapat di SWP L.E pada Blok I.LE.2; dan

c. Lapangan SD Inpres Pigang terdapat di SWP 1.D pada Blok [.D.1.

(6) Dihapus

(7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a. Jln. Raya Maumere-Magepanda melintas di SWP [.B, SWP I.C, SWP

I.D, dan SWP L.E;

Jln. A. Yani (Maumere) melintas di SWP L. A;

Jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP LA dan SWP 1.B;

Jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP [.A dan

Jln. Sudirman (Maumere) melintas di SWP L. A;

Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP [.B;

Lingkar Luar melintas di SWP LA, SWP [.B, SWP I.C, SWP 1.D, dan

SWP LE;

h. Woloara-Bts. Kota Maumere melintas di SWP I.A dan SWP 1.B; dan
i. jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP I.A, SWP [.B, dan
SWP I.C.

(8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
melintas di SWP [.A dan SWP I.B.

(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
II1.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 34
(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 huruf f dengan luas 1.581,91 (seribu lima ratus delapan puluh satu
koma sembilan satu) hektare meliputi:

a. Sub ...



(2)

(3)

(4)

a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;

b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan

c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,91 (satu koma sembilan
satu) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 744,82
(tujuh ratus empat puluh empat koma delapan dua) hektare terdapat
di:

SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

SWP I.D pada Blok [.D.2; dan

SWP I.E pada Blok [.E.1 dan Blok I.LE.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dengan luas 835,18
(delapan ratus tiga puluh lima koma satu delapan) hektare terdapat di:
SWP I.A pada Blok [.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2;

SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;

SWP I.D pada Blok I.D.1; dan

SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.LE.2.
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14. Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 35

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 146,7 (seratus empat
puluh enam koma tujuh) hektare meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,27 (dua puluh lima koma dua
tujuh) hektare terdapat di SWP 1.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 116,75 (seratus enam
belas koma tujuh lima) hektare yang terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;

SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok I.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

SWP I.D pada Blok [.D.1 dan Blok [.D.2; dan

SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok [.LE.2.
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(4)

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 4,67 (empat koma enam
tujuh) hektare yang terdapat di:

SWP I.A pada Blok 1.A.3;

SWP I.B pada Blok I.B.2;

SWP I.C pada Blok I.C.3;

SWP L.D pada Blok I.D.1; dan

SWP LE pada Blok I.LE.1 dan Blok L.LE.2.
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15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(3)

Pasal 36

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 428,14 (empat ratus dua puluh
delapan koma satu empat) hektare meliputi:

a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 21,53 (dua
puluh satu koma lima tiga) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.3; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 30,20 (tiga
puluh koma dua) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.3; dan

b. SWP L.B pada Blok I.B.2.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 376,41 (tiga
ratus tujuh puluh enam koma empat satu) hektare terdapat di:

SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;

SWP 1.B pada Blok 1.B.1, Blok I.B.2, dan Blok 1.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok [.D.2; dan

SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.LE.2.
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16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 39

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 14,66 (empat belas
koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona Pertahanan dan
Keamanan dengan kode HK.

(2) Sub ...



(2)

(3)

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 14,66 (empat belas koma enam
enam) hektare terdapat di:

Kodim 1603/Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1;

Koramil 1603-01/Alok terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;

Mako Lanal Maumere terdapat di SWP [.LE pada Blok [.LE.2;
Perumahan Kodim 1603 /Sikka terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.3;
Perwakilan Pangkalan TNI Angkatan Udara ElI Tari Maumere
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.3;

f. Polres Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.3;

g. Polsek Alok terdapat di SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan

h. Polsek Wuring terdapat di SWP 1.C pada Blok I.C.3.

Dalam pemanfaatan Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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17. Ketentuan ayat (7) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(S)

Pasal 43

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:

program perwujudan;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di

SWP dan/atau Blok.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
dan/atau

d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Instansi pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d terdiri dari:

kementerian/lembaga;

perangkat daerah;

swasta;

Masyarakat; dan/atau

pemangku kepentingan lainnya.
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(6)

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi:

tahap I pada periode tahun 2023-2024;

tahap II pada periode tahun 2025-2029;

tahap III pada periode tahun 2030-2034;

tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan

tahap V pada periode tahun 2040-2042.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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18. Ketentuan ayat (9) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 46

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/
atau

d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/

diizinkan denganklasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada

suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan
ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara

terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang

dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang
diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum
memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh
diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-
pertimbangan khusus;

b. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan
waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun
pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan
tertentu yang diusulkan;

c. pembatasan intensitas ruang, baik koefisien dasar bangunan,
koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, jarak bebas
maupun ketinggian bangunan dengan menurunkan nilai maksimal
dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam
Peraturan Zonasi; dan

d. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas
maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam
persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan
ruang di sekitarnya.

(4) Ketentuan ...



(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu

dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang

memerlukan persyaratan—-persyaratan tertentu, sebagai berikut:

a. untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian dan persetujuan
lingkungan hidup, rekomendasi institusi/forum, dan masyarakat
sekitar sesuai ketentuan peraturan perundangan;

b. kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur
tentang bangunan, konstruksi, Kesehatan dan pengelolaan
lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan
pengembangan ekonomi;

c. untuk kegiatan yang dikenakan disinsentif berupa biaya dampak
pembangunan; dan

d. untuk kegiatan yang tetap menjaga dan berkaitan dengan
persyaratan terkait estetika bangunan dan lingkungan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan

dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak

sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan
sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona
perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona RTH dengan kode RTH meliputi:

1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona
ekosistem mangrove dengan kode EM.

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
2. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

b. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:

1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;

c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona
pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;

d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-
Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
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e. Zona ...



e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan
kode W;
f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran
dengan kode KT;
j- Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi
dengan kode TR;
k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-
Zona pertahanan dan keamanan; dan
l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona
pergudangan dengan kode PL-6.
(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 47

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

koefisien dasar bangunan maksimum;

koefisien lantai bangunan minimum dan maksimum,;

koefisien dasar hijau minimal;

luas kaveling minimum,;

koefisien tapak basement; dan

koefisien wilayah terbangun maksimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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20. Ketentuan ayat (2) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 48
(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf ¢ meliputi:
a. ketinggian bangunan maksimum;

b. garis ...



(2)

b. garis sempadan bangunan minimum; dan

c. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 49

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana
pendukung minimal sesuai zona peruntukan.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan
dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui
penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar zona berfungsi
secara optimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 51

Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan meliputi:
1. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP LA
pada Blok 1.A.2;
2. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP [.A pada
Blok I.A.1;
3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1;
4. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.2; dan
S. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP LA
pada Blok [.A.1.
b. kawasan di bawah permukaan transisi meliputi:
1. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A
pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.2;
2. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.1;
3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di SWP [.A pada Blok .A.1;

4. Sub ...



8.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.2;

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat
di SWP I.A pada Blok I.A.1;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.2;

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP [.A
pada Blok [.A.1; dan

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP LA
pada Blok [.A.1.

kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam meliputi:

1.

10.

11

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan

b) SWP I.B pada Blok I.B.1.

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-2 terdapat di
SWP LA pada Blok [.A.3;

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.1.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2
terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.2;

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di:

a) SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3; dan

b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan

b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP
[.B pada Blok I.B.2;

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat
di:

a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok I.A.3; dan

b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat
di:

a) SWP LA pada Blok I.A.3; dan

b) SWP I.B pada Blok [.B.2.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.3; dan

b) SWP I.B pada Blok I.B.2.

. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.3; dan

b) SWP I.B pada Blok [.B.2.

12. Sub ...



12.

13.

14.

15.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok I.A.3;

b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok [.B.2, dan Blok I.B.3; dan

c) SWPI.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan

b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

14. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B
pada Blok [.B.2 dan Blok I.B.3; dan

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat
di:

a) SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan

b) SWP I.B pada Blok I.B.2.

kawasan di bawah permukaan kerucut meliputi:

1.

10.

11.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

a) SWP L.B pada Blok I.B.1; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan IK-2 terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.3.

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.3.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok [.B.3; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP
[.B pada Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3;

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat
di:

a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.3;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-2
terdapat di SWP 1.B pada Blok I.B.2;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

a) SWP L.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

12. Sub ...



12.

13.

14.

15.

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

b) SWP I.C pada Blok I.C.3.

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat
di SWP I.C pada Blok I.C.3; dan

15. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP
[.C pada Blok I.C.3.

kawasan di bawah permukaan horizontal-luar meliputi:

1.

10.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

a) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;

b) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

c) SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok LLE.2.

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP 1.D
pada Blok 1.D.2;

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
terdapat di SWP I.D pada Blok 1.D.1;

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
terdapat di:

a) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2; dan

b) SWP L.E pada Blok L.LE.1.

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:

a) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I1.D.2; dan

b) SWP L.LE pada Blok I.LE.1 dan Blok I.LE.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di:

a) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

b) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan

c) SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok L.E.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di:

a) SWP I.C pada Blok I.C.2;

b) SWP L.D pada Blok I.D.1; dan

c) SWP LE pada Blok I.E.1 dan Blok L.E.2.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat
di:

a) SWP I.C pada Blok I.C.2;

b) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2; dan

c) SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok L.E.2.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat
di:

a) SWP L.D pada Blok I.D.1; dan

b) SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok I.LE.2.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

a) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

b) SWP ...



b) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
c) SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok I.LE.2.

11. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

a) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
b) SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok I.LE.2.

12. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat

di SWP L.LE pada Blok L.E.2.

(2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a.

setiap bangunan, tegakkan, menara, atau tower antena yang
dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang

berada di daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan

operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian yang

ditentukan dari posisi ketinggian landasan bandara sebagai
berikut:

1.

kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan ditentukan oleh
kemiringan 2% (dua persen) arah keatas dan keluar dimulai
dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing
ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 68 (enam puluh
delapan) meter di atas ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga)
sepanjang jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter melalui
perpanjangan sumbu landas pacu;

kawasan di bawah permukaan transisi ditentukan oleh
kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas
dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang
sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan
pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong
permukaan horizontal dalam pada ketinggian 68 (enam puluh
delapan) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 23 (dua
puluh tiga);

kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yaitu kawasan
yang dibatasi oleh lingkaran dengan radius 4.000 (empat ribu)
meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan
menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan
tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah
permukaan transisi, ditentukan 68 (enam puluh delapan) meter
di atas ketinggian ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga);
kawasan di bawah permukaan kerucut yaitu kawasan yang
dibatasi dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal
dalam meluas dengan jarak mendatar 2.000 (dua ribu) meter
dengan kemiringan 5% (lima persen), ketinggian 68 (enam
puluh delapan) meter di atas ketinggian ambang landas pacu
23 (dua puluh tiga);
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5. sampai pada ketinggian 168 (seratus enam puluh delapan)
meter di atas ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga); dan

6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yaitu Kawasan
yang dibatasi oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas
ribu) meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan
menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan
tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah
permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal
dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, ketinggian
maksimal 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 23 (dua puluh tiga);

b. mempergunakan tanah, perairan, atau udara di setiap kawasan
yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi
penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan
pesawat udara;

2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu
udara dengan lampu lain;

3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang

mempergunakan bandar udara;

tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan

tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan

cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan

atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud
mempergunakan bandar udara.

c. terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang
sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang
oleh orang atau yang telah ada secara alami seperti gedung-
gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan
transmisi, bukit, gunung yang menjadi penghalang saat ini tetap
diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan penerbangan
terpenuhi;

d. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi
diduga dapat membahayakan  keselamatan  operasional
penerbangan, harus diberi tanda atau dipasangi lampu. pemberian
tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan
pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau
yang menguasainya; dan

e. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari
instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

(3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran VIILA yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

S
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23. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 52 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

a.
b.
C.

kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

3. SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok L.E.2.

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.D pada
Blok 1.D.2;

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL terdapat
di SWP [.D pada Blok I.D.1;

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat
di:

1. SWP I.C pada Blok I.C.2;

2. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

3. SWP L.E pada Blok I.LE.1.

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP I.B pada Blok I.B.3;

3. SWP I.C pada Blok I.C.3;

4. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan [.D.2; dan

5. SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok .LE.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

4. SWP L.D pada Blok I.D.2; dan

5. SWP L.LE pada Blok I.LE.1 dan Blok I.LE.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.2;

2. SWP I.C pada Blok I.C.2;

3. SWP LD pada Blok I.D.1; dan

4. SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.LE.2.
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Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B
pada Blok [.B.2 dan Blok I.B.3;

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.3;

SWP [.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

SWP L[.D pada Blok I.D.1 dan Blok [.D.2; dan

SWP L.LE pada Blok I.LE.1 dan Blok I.LE.2.

Sub Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP I.E pada Blok [.LE.2;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A .3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.3.

g e

. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.3; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok [.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3;

3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

4. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok [.D.2; dan

5. SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok .LE.2.

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok [.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3;

3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan

4. SWP L.E pada Blok I.E. 1.

Sub-Zona Transportasi dengan kode T terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.3.

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.3; dan

2. SWP L.E pada Blok I.E.2.

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada
Blok I.C.3.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) itetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. pengembangan sistem peringatan dini;

b. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai

perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;

C. peénanamarn ...



(4)

penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis
pantai perumahan dan kawasan permukiman untuk meredam
gaya air tsunamij;

pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah
diakses serta aman;

penentuan lokasi bangunan dan prasarana pada elevasi yang lebih
tinggi dari genangan banjir atau menempatkan bangunan di atas
elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang
diperkuat;

pembuatan penghambat gesekan untuk mengurangi energi
gelombang yang merusak;

menggiring gaya tsunami agar tidak menghantam bangunan dan
manusia dengan penempatan bangunan serta strategis; dan
pembangunan bangunan yang diperkuat seperti tembok, berm dan
teras yang dipadatkan, tempat parkir, dan konstruksi kaku
lainnya.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP L.LE pada
Blok I.LE.2;

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat
di SWP I.C pada Blok I.C.2;

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP I.B pada Blok I.B.3;

3. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan

4. SWP L.E pada Blok I.E.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2;

3. SWP L.C pada Blok I.C.2; dan

4. SWP L.E pada Blok I.LE.2.

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B
pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1;

2. SWP ...



(6)

P

2. SWP 1.B pada Blok I.B.2 dan Blok [.B.3;

3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan

4. SWP L.E pada Blok I.LE.2.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.3;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
terdapat di SWP I.B pada Blok 1.B.2;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.2;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP L.B pada Blok I.B.2 dan I.B.3;

3. SWPIL.C pada Blok I.C.2 dan I[.C.3; dan

4. SWP LE pada Blok I.LE.2.

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

2. SWP IL.C pada Blok I.C.3.

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada
Blok I.C.3.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.
b.

pengembangan sumur resapan air;

pengembangan infrastruktur sumber daya air berupa bangunan
pengendali banjir dan pintu air; dan

pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai
penahan aliran air.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1; dan

2. SWP LD pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat
di SWP 1.D pada Blok I.D.1 dan Blok 1.D.2;

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1; dan

2. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok [.D.2.
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

2. SWP L.D pada Blok I.D.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di SWP I.D pada Blok 1.D.1;

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP I.D pada Blok I.D.1;

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP 1.D pada Blok I.D.1;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1; dan

2. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok [.D.2.

Sub- Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.1.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

C.
d.

pengembangan sistem peringatan dini;

pengembangan infrastruktur sumber daya air berupa bangunan
pengendali banjir dan pintu air;

kegiatan konservasi lingkungan; dan

pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai
penahan aliran air.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf ¢ meliputi:

a.

b.

Tempat Evakuasi Sementara; dan
Tempat Evakuasi Akhir.

(2) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

b.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.3;
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.3;

c. Sub ...



C.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.3; dan

2. SWP L.B pada Blok I.B.2.

d. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP L.E pada Blok I.LE.1.

(3) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

(4)

a.

waktu tempuh lokasi Tempat Evakuasi Sementara maksimal 10
(sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan
beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;

jarak tempuh ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara sekitar 1-2
(satu sampai dua) kilometer dari pusat permukiman atau aktivitas
masyarakat;

kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan
oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, jalur tersebut,
dengan asumsi kecepatan orang kondisi ketika terjadi bencana
diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam-3,6 km/jam (dua koma lima
kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per
jam);

terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah
dengan berlari atau berjalan kaki;

memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
Tempat Evakuasi Sementara dapat berupa bangunan vertikal
sebagai tempat evakuasi vertikal pada kawasan rawan bencana
banjir tingkat, banjir bandang tingkat tinggi, dan tsunami tingkat
tinggi.

Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B
pada Blok 1.B.2;

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP L.E pada Blok I.LE.2; dan

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP I.D pada Blok [.D.1.

Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

a.
b.

lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;

terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan
untuk memudahkan evakuasi;

memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan
standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah
3 m?/orang (tiga meter persegi per orang);

ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik yang
mencukupi;

e. ketersediaan ...



(6)

e. ketersediaan pos kesehatan wuntuk pelayanan kesehatan
pengungsi; dan

f. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap
(radio komunikasi, telepon, satelit).

Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam

Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 54 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 54

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf d meliputi:
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai; dan
c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP L.E pada
Blok I.LE.2;
b. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP
I.A pada Blok I.A.3;
c. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-1 terdapat di SWP
[.B pada Blok I.B.3;
d. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat
di:
1. SWPI.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
2. SWP L.E pada Blok I.E. 1.
e. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.1;
2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
3. SWP L.D pada Blok I.D.1 dan Blok [.D.2; dan
4. SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.LE.2.
f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di:
5. SWP I.A pada Blok 1.A.3;
6. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
7. SWP I.C pada Blok I.C.3.
g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok L.LE.2;

h. Sub ...



(3)

(4)

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
8. SWP LA pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.3;

9. SWP I.B pada Blok I.B.3;

10. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan

11. SWP L.E pada Blok I.LE.1 dan Blok .LE.2.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.3;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.3; dan

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok I.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

3. SWP LE pada Blok I.LE.2.

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I[.B.3; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan

3. SWP L.E pada Blok I.LE.2.

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a.

kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran)
diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan
ekosistem alami;

pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada
kawasan sempadan pantai;

menyediakan infrastruktur pemecah gelombang;

menyediakan akses publik menuju pantai;

menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk
jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
pengaturan pemanfaatan ruang Sub-Zona Pertahanan dan
Keamanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di
pertahanan dan keamanan.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok [.A.2;

2. SWPI.C pada Blok I.C.2;

3. SWP IL.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

4. SWP ...



(5)

4. SWP LE pada Blok I.LE.1 dan Blok [.LE.2.

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.D pada
Blok 1.D.2;

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP
[.C pada Blok I.C.3;

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWP I.C pada Blok I.C.3;

2. SWP LD pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

3. SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.LE.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di:

SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;

SWP I.B pada Blok I.B.3;

SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

SWP 1.D pada Blok 1.D.2; dan

SWP L.E pada Blok I.LE.1.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

ar e

terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan Blok I.A.3;

2. SWP I.C pada Blok I.C.2;

3. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan

4. SWP L.E pada Blok I.LE.2.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP L.E pada Blok I.LE.2;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.3;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.3;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

1. SWP L.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;

2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

3. SWP LD pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

4. SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.LE.2.

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP [.A pada
Blok I.A.1;

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.1; dan

. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di

SWP [.A pada Blok [.A.3.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

a. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

b. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai

penahan aliran air;

c. mitigasi ...



—_

mitigasi bencana banjir;

diperbolehkan bangunan permanen terbatas untuk kepentingan

publik, seperti kepentingan pertahanan dan keamanan, pos

penjaga keselamatan, bangunan prasarana sumber daya air, dan
bangunan ketenagalistrikan;

diperbolehkan bangunan bukan permanen dengan ketentuan:

1. terbatas kegiatan pendukung rekreasi/wisata, pendukung
RTH, pengembangan struktur alami untuk pengamanan
sungai, pendidikan/penelitian;

2. bangunan bersifat knockdown dan setiap saat dapat
dibongkar/dipasang; dan

3. bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual.

tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan permanen yang

tidak sesuai;

tidak diperbolehkan mengganggu fungsi lingkungan hidup dan

ekosistem alami dengan mengubah dan/atau merusak bentang

alam, termasuk merusak atau mencemari badan air;

tidak diperbolehkan membuang sampah/limbah padat, limbah

cair, limbah gas, dan limbah B3;

melakukan penguatan tebing yang berpotensi bencana;

melakukan rekayasa bagian bangunan yang menghadap ke badan

air agar arah orientasi muka bangunan terkesan menghadap
badan air;

mengembangkan akses publik terhadap badan air;

melakukan optimalisasi penghijauan, reboisasi dan penyediaan

sumur resapan;

memberikan kelonggaran terhadap pemanfaatan ruang yang sudah

ada, tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem

alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi
wilayah yang bersangkutan;

pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang terbangun pada

area sempadan,;

kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran)

diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan

ekosistem alami;

garis sempadan pada sungai tidak bertanggul ditentukan paling

sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung

sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang
dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

garis sempadan pada sungai tidak bertanggul ditentukan paling

sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan

palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;

r. garis ...



garis sempadan pada sungai tidak bertanggul ditentukan paling
sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
lebih dari 20 (dua puluh) meter; dan

garis sempadan sungai bertanggul ditentukan paling sedikit
berjarak 3 (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur
sungai.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana

(7)

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1;

2. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;

3. SWP IL.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

4. SWP LE pada Blok I.LE.1 dan Blok .LE.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.2;

2. SWP L.D pada Blok I.D.2; dan

3. SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.LE.2.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

2. SWP I.C pada Blok I.C.2;

3. SWPIL.D pada Blok I.D.1; dan

4. SWP L.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.LE.2.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP L.E pada Blok I.LE.2;

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di
SWP I.D pada Blok I.D.1;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

jarak bebas bangunan dengan ketentuan:

1. jarak bebas minimum horizontal sebesar 10 (sepuluh) meter
dari sumbu vertikal menara;

2. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor sebesar 5 (lima)
meter dari lokasi bangunan, tanaman dan perkebunan atau
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

3. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik
tengah menara meliputi:

a) lapangan ...



a) lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5
(delapan koma lima) meter;

b) bangunan dan jembatan minimal S (lima) meter;

c) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal S (lima)
meter;

d) jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan) meter;

e) lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter;
dan

f) SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi,
antena, dan kereta gantung maksimal 4 (empat) meter.

pengembangan ruang terbuka hijau (RTH);

o

kegiatan konservasi lingkungan;

d. diperbolehkan bangunan permanen terbatas untuk kepentingan
publik bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan
ketenagalistrikan,;

e. diperbolehkan bangunan bukan permanen dengan ketentuan:

1. terbatas kegiatan pendukung RTH, pengembangan struktur
alami untuk pengamanan sungai, pendidikan/penelitian;

2. bangunan bersifat knockdown dan setiap saat dapat
dibongkar/dipasang; dan

3. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan permanen
yang tidak sesuai.

f. pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang terbangun pada
area sempadan; dan

g. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran)
diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan
ekosistem alami.

(8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran VIII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah dan ayat (4) Pasal 56 dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning sebagaimana dimaksud pada
pasal 55 ditetapkan sebagai berikut:
a. penyediaan fasilitas publik dengan ketentuan peningkatan
intensitas pemanfaatan ruang tidak mengganggu fungsi
lingkungan;

b. penyediaan ...



b.

d.

penyediaan fasilitas publik telah mendapatkan persetujuan
pemerintah dan warga sekitar;

fasilitas publik yang dapat dibangun harus memiliki manfaat
dalam perwujudan tujuan penataan ruang WP Perkotaan Maumere
di antaranya adalah:

1. Ruang Terbuka Hijau;

2. jalan lingkungan;

3. sumur resapan atau biopori;

4. sistem pengelolaan air limbah;

5. jaringan persampahan; dan

6. jaringan drainase.

besaran perwujudan fasilitas publik yang dapat dibangun minimal
sebesar nilai perubahan intensitas pemanfaatan ruang.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat
di SWP I.B pada Blok 1.B.2;

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
terdapat di SWP [.B pada Blok I.B.2;

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
terdapat di SWP [.B pada Blok I.B.2;

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B
pada Blok [.B.2;

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di
SWP 1.B pada Blok 1.B.2;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.3; dan

2. SWP L.B pada Blok I.B.2.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2
terdapat di SWP 1.B pada Blok I.B.2;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.3; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.3; dan

2. SWP I.B pada Blok 1.B.2.

(3) Teknik Peraturan Zonasi bonus zoning dengan kode b sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam lahan perencanaan

dan/atau di luar lahan perencanaan.
(4) Dihapus.

Pasalll ...



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 18 November 2024

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 18 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
CAP, TTD.
MARGARETHA MOVALDES DA MAGA BAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan Aslinya

LAMPIRAN ...
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Kota Maumere
melewati SWP
I.A dan SWP
L.B.

1.1.2

Rehabilitasi Jalan Arteri Primer

Jln. A. Yani
(Maumere)
melewati SWP
LA;

Jln. Gajah
Mada
(Maumere)
melewati SWP
I.A dan SWP
1.B;

JIn. Nongmeak
(Maumere)
melewati SWP
I.A dan SWP
1LB;

Jln. Sudirman
(Maumere)
melewati SWP
LA;

Jln. Sugiyo
Pranoto
(Maumere)
melewati SWP
1.B; dan
Woloara — Bts.
Kota Maumere
melewati SWP
I.A dan SWP
L.B.

APBN

Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

1.1.3

Rehabilitasi Jembatan pada Jalan Nasional

Jembatan
Kalimati I
Jembatan
Kalimati II
Jembatan
Nangameting
Jembatan
Manunaeng

e Jembatan Wae Oti

APBN

Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

1.1.4

Pemeliharaan jembatan pada Jalan Nasional

Jembatan
Kalimati I
Jembatan
Kalimati II
Jembatan
Nangameting

APBN

Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat




e Jembatan
Manunaeng
e Jembatan Wae Oti

1.2

Penyelenggaraan Jalan Provinsi

1.2.1

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer

JI. Raya Maumere —
Magepanda
melintas di SWP
1B, SWP I.C, SWP
1.D, dan SWP LE

APBD Provinsi

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

1.2.2

Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Primer

JI. Raya Maumere —
Magepanda
melintas di SWP
1B, SWPIL.C, SWP
1D, dan SWPLE

APBD Provinsi

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

1.3

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

1.3.1

Pembangunan jalan kolektor primer

Lingkar luar
melintas di SWP
L.A,SWP L.B, SWP
1.C, SWP LD, dan

SWP LE

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.3.2

Pelebaran jalan menuju standar berupa
Jalan Kolektor Primer

Lingkar luar
melintas di SWP
1L.A,SWP 1B, SWP
1.C, SWP LD, dan

SWP LE

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.3.3

Rehabilitasi jalan kolektor primer

Lingkar luar
melintas di SWP
L.A,SWP 1.B, SWP
1.C, SWP L.D, dan

SWPLE

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.3.4

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer

Lingkar luar
melintas di SWP
1.A,SWP 1.B, SWP
1.C, SWP LD, dan

SWP LE

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Primer

Lingkar luar
melintas di SWP
1.A,SWP LB, SWP
1.C, SWP LD, dan

SWP L.E

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.3.6

Pembangunan prasarana jalan pada jalan
Kolektor Primer

Lingkar luar
melintas di SWP
1.A,SWP 1.B, SWP
1.C, SWP LD, dan

SWPLE

APBD
Kabupaten

Perhubungan

1.3.7

Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan
Kolektor Primer

Lingkar luar
melintas di SWP
1.A,SWP 1.B, SWP
1.C, SWP LD, dan

SWPILE

APBD
Kabupaten

Perhubungan

1.3.8

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana
jalan pada jalan Kolektor Primer

Lingkar luar
melintas di SWP
LA,SWP 1B, SWP
1.C, SWP LD, dan

SWP LE

APBD
Kabupaten

Perhubungan

1.3.9

Pembangunan jalan kolektor sekunder

Wolomarang —
Aimitat melintas di
SWP I.C dan SWP L.D

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.3.10

Pelebaran jalan menuju standar berupa
Jalan Kolektor sekunder

Wolomarang —
Aimitat melintas di
SWP I.C dan SWP I.D

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




Wolomarang — APBD Pekerjaan Umum
1.3.11 Rehabilitasi jalan kolektor sekunder Aimitat melintas di Kabupaten - - dan Penataan -
SWP L.C dan SWP L.D P Ruang
. Wolomarang — Pekerjaan Umum
1.3.12 gzr;sgg::aan berkala Jalan Kolektor Aimitat melintas di KaﬁEBB:en - - dan Penataan -
SWP I.C dan SWP L.D P Ruang
Wolomarang — APBD Pekerjaan Umum
1.3.13 Pemeliharaan rutin jalan kolektor sekunder Aimitat melintas di Kabupaten - - dan Penataan -
SWP I.C dan SWP L.D P Ruang
. . Wolomarang —
1.3.14 Ee{n}:f r;gurll{z:lr:]gr?sarana]alan pada jalan Aimitat melintas di Kaﬁprt n - - Perhubungan -
olektor sekunde SWP L.C dan SWP LD upate
. . . Wolomarang —
1.3.15 ie?}ftdfankﬁfée?gkapm jalan pada jalan Aimitat melintas di KaﬁPBarl)t n - - Perhubungan -
olektor sekunde SWP L.C dan SWP LD upate
e . Wolomarang —
1.3.16 Rehablhtag dan pemeliharaan prasarana Aimitat melintas di APBD _ ~ Perhubungan _
jalan pada jalan kolektor sekunder SWP L.C dan SWP 1.D Kabupaten
. . SWP LA, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum dan|
1.3.17 Pembangunan jalan lokal primer dan SWPL.C Kabupaten 3 3 Penataan Ruang 3
1.3.18 Pelebaran jalan menuju standar berupa SWP LA, SWP LB, APBD _ _ Pekerjaan Umum dan| _
T Jalan lokal Primer dan SWPIL.C Kabupaten Penataan Ruang
e . SWP LA, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum dan|
1.3.19 Rehabilitasi jalan lokal primer dan SWPLC Kabupaten - - Penataan Ruang -
. . SWP LA, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum dan|
1.3.20 Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer dan SWPLC Kabupaten - - Penataan Ruang -
. . . SWP LA, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum dan|
1.3.21 Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal Primer dan SWP 1.C Kabupaten - - Penataan Ruang -
Pembangunan prasarana jalan pada jalan SWP LA, SWP LB, APBD - - -
1.3.22 lokal primer dan SWPIL.C Kabupaten Perhubungan
1.3.23 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana SWP LA, SWP LB, APBD _ ~ Perhubungan _
T jalan pada jalan lokal primer dan SWPIL.C Kabupaten &
Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan SWP LA, SWP LB, APBD
1.3.24 jalan pada jalan lokal primer dan SWPI.C Kabupaten - - Perhubungan -
SWP LA, SWP L.B, APBD Pekerjaan Umum
1.3.25 Pembangunan jalan lingkungan primer SWPI.C, SWP LD, Kabupaten - - dan Penataan -
dan SWP LE P Ruang
. . SWP LA, SWP L.B, Pekerjaan Umum
1.3.26 Egzgaﬁingﬂlsna?enwgrﬁanda’ berupa SWPLC, SWP1D, onpBD dan Penataan
gan Prim dan SWP LE P Ruang
SWP LA, SWP L.B, APBD Pekerjaan Umum
1.3.27 Rehabilitasi jalan lingkungan primer SWPI.C, SWP LD, Kabupaten dan Penataan
dan SWP LE P Ruang
. . SWP LA, SWP L.B, Pekerjaan Umum
1.3.28 E:ir;‘;l:haraa“ Berkala Jalan Lingkungan SWPL.C, SWP LD, Ka:ngen dan Penataan
dan SWP LE P Ruang
. . . SWP LA, SWP LB, Pekerjaan Umum
1.3.29 E:ir;‘;l:haraa“ Rutin Jalan Lingkungan SWPL.C, SWP LD, Ka:ngen dan Penataan
dan SWP LE P Ruang
) ) SWP LA, SWP LB,
1.3.30 Eembangunan. prasarana jalan pada jalan SWPLC, SWPLD, APBD Perhubungan
ngkungan primer dan SWP LE Kabupaten
. ) . SWP LA, SWP LB,
1.3.31 Eenyedla"“ perlengkapan jalan pada jalan SWPI.C, SWP LD, APBD Perhubungan
ngkungan primer dan SWP LE Kabupaten
e . SWP LA, SWP LB,
1.3.32 RehablhtaS} dan pemelﬂ'laraan prasarana SWPLC, SWPID, APBD Perhubungan
jalan pada jalan lingkungan primer dan SWP LE Kabupaten
T . SWP LA, SWP LB,
1.3.33 RehablhtaS} dan pemelﬂ'laraan Vperlengkapa_n SWPLC, SWPID, APBD Perhubungan
jalan pada jalan lingkungan primer dan SWP LE Kabupaten




SWP LA, SWP LB,

Pekerjaan Umum

1.3.34 Pembangunan jalan lingkungan sekunder SWPI.C, SWPIL.D, KaﬁEB:)ten - dan Penataan
dan SWP LE P Ruang
. . SWP LA, SWP LB, Pekerjaan Umum
1335 | Pelebaran jalan menuju standar berupa swpiC,swpID, | . APBD . dan Penataan
g dan SWP LE P Ruang
SWP LA, SWP L.B, APBD Pekerjaan Umum
1.3.36 Rehabilitasi jalan lingkungan sekunder SWPI.C, SWP 1D, Kabupaten - dan Penataan
dan SWP LE Ruang
. . . SWP LA, SWP L.B, Pekerjaan Umum
1.3.37 gerlflfhgaraan Rutin Jalan Lingkungan SWPLC, SWP LD, KAQPBDt . dan Penataan
ekunder dan SWP LE upaten Ruang
. . SWP LA, SWP LB,
1.3.38 Eszj:g;;‘i‘:kiﬁszsmamm pada jalan SWPI.C, SWP LD, KaﬁgBien - Perhubungan
Exung dan SWP LE i
. . . SWP LA, SWP LB,
1.3.39 Eﬁ“ﬁ‘ﬁazg g:ﬁ:gf:”a“ jalan pada jalan SWPI.C, SWP LD, KaﬁﬁBften - Perhubungan
geung dan SWP LE P
1.3.40 Rehabilitas‘i dan ?emeliharaan prasarana S\‘;IJII: %é: g&g %g: APBD ~ Perhubungan
jalan pada jalan lingkungan sekunder dan SWP LE Kabupaten
1.3.41 Rehabilitas? dan ?emeliharaan perlengkapan S\‘;IJII: %é: g&g %g: APBD ~ Perhubungan
jalan pada jalan lingkungan sekunder dan SWP LE Kabupaten
e Badan
Penanggulangan
BT SWPLA, SWPLB, APBD Bencaﬁgu Dae%ah
1.3.42 Rehabilitasi jalan yang terdampak bencana SWPI.C, SWP LD, Kab b - o Pekeri U
dan SWP LE abupaten de erjaan Umun]
an Penataan
Ruang
b Perwujudan Terminal Penumpang
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
Pengembangan sarana dan prasarana Terminal Madawat
1.1.1 terminal di SWP 1.B pada APBD Provinsi Perhubungan -
Blok 1.B.2
P . . Terminal Madawat
1.1.2 Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal di SWP LB pada APBD Provinsi Perhubungan -
(fasilitas utama dan pendukung) Blok L.B.2
. . Terminal Madawat
1.1.3 ge“m.gkata.“ kapasitas SDM pengelola di SWPL.Bpada | APBD Provinsi Perhubungan -
erminal Tipe B
Blok 1.B.2
® Perwujudan Jembatan
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1.1.1 Rehabilitasi Jembatan e Patsomba di
SWP LE pada
Blok LE.2 Pekerjaan
e Patsomba II di Umum dan
SWP LE pada APBD Provinsi Penataan -
Blok LE.2 Ruan:
e Plambiran  di g€
SWP LE pada
Blok LE.2
1.1.2 Pemeliharaan rutin jembatan e Patsomba di
SWP LE pada Pekerjaan
Blok LE.2 - Umum dan
o Patsomba 1 di | APBP Provinsi Penataan -
SWP LE pada Ruang

Blok L.E.2




Blok L.LE.2

Plambiran di
SWP LE pada
Blok LE.2
1.3 Pemeliharaan berkala jembatan Patsomba di
SWP LE pada
Blok LE.2 Pekerjaan
Patsomba 11 di U
SWP LE pada APBD Provinsi Penataan
Blok LE.2 R
Plambiran di uang
SWP LE pada
Blok L.LE.2
1.4 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Patsomba di
Jembatan SWP LE pada
Blok LE.2 Pekerjaan
Patsomba I di Umu ni dan
SWP LE pada APBD Provinsi Penataan
Blok L.E.2 Ruan,
Plambiran  di g
SWP LE pada
Blok .LE.2
1.5 Pelebaran jembatan Patsomba di
SWP LE pada
Blok L.LE.2 Pekeriaan
Patsomba II di Umux?l dan
SWP LE pada APBD Provinsi
Penataan
Blok L.LE.2 Ruan,
Plambiran  di g
SWP LE pada
Blok LE.2
.1.6 Penggantian Jembatan Patsomba di
SWP LE pada
Blok L.E.2 Pekeriaan
Patsomba II di Umu rri dan
SWP LE pada APBD Provinsi
Penataan
Blok L.LE.2 Ruan,
Plambiran di g
SWP LE pada
Blok L.LE.2
1.7 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, Patsomba di
dan teknis pengembangan jaringan jalan SWP LE pada
serta perencanaan teknis penyelenggaraan Blok LE.2 Pekeriaan
jalan dan jembatan Patsomba II di Umu ni dan
SWP LE pada APBD Provinsi
Penataan
Blok L.E.2 Ruan:
Plambiran di g
SWP LE pada
Blok L.E.2
.1.8 Survey kondisi jembatan Patsomba di
SWP LE pada
Blok L.E.2 Pekeriaan
Patsomba I di e
SWP LE pada APBD Provinsi
Penataan
Blok LE.2 Ruan,
Plambiran  di g
SWP LE pada
Blok L.LE.2
.1.9 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Patsomba di
Jembatan SWP LE pada Pekerjaan
Blok L.LE.2 - Umum dan
Patsomba II di APBD Provinsi Penataan
SWP LE pada Ruang




Plambiran di
SWP LE pada

Blok L.LE.2
2 Program Pengelolaan Kecamatan
2.1 Peningkatan pengembangan kewilayahan Kabupaten Administrasi
2.1.1 Pemeliharaan jembatan pada wilayah e Patsomba di APBD Provinsi - Pekerjaan -
Kabupaten Administrasi SWP LE pada Umum dan
Blok LE.2 Penataan
e Patsomba II di Ruang
SWP LE pada
Blok L.LE.2
e Plambiran di
SWP LE pada
Blok L.LE.2
d Perwujudan Pelabuhan Pengumpul
1 Program Pengelolaan Pelayaran
1.1 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Magzzr:/lﬁ)?ens
1.1.1 Izin Usaha Angkutan Laut dalam Sistem Say terdapat di APBN Perhubungan Perhubungan -
o Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Yy P APBD Provinsi & &
Secara Elektronik SWP LB pada Blok
1.B.3
Pelabuhan
. . . c Maumere/Lorens
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan . APBN
1.1.2 Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut sx?];yl,t];rg:g:tf;il;k APBD Provinsi Perhubungan Perhubungan -
1.B.3
Pelabuhan
1.1.3 Pengoperasian dan penieliha.raan pelabuhan Mszt;n:eerrgé ;Z:e;is APBN o Perhubungan Perhubungan ~
pengumpan pengumpul SWP LB pada Blok APBD Provinsi
1.B.3
Pelabuhan
. Maumere/Lorens
1.1.4 P:ggav;‘asaal? p:l?goll':;erals ian pelabuhan Say terdapat di APBSP;?'I:vinsi Perhubungan Perhubungan -
pengumpan pengumpu SWP 1.B pada Blok
1.B.3
Pelabuhan
. Maumere/Lorens
1.1.5 Pe{ngm}llhan fasilitas pelayanan Anlgka tan Say terdapat di APBSI;BN P Perhubungan Perhubungan -
pelabuhan pengumpan pengumpul! SWP LB pada Blok rovinsi
1.B.3
e Perwujudan Pelabuhan Pengumpan
1 Program Pengelolaan Pelayaran
1.1 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
e Pelabuhan
Bebeng di SWP
I.C pada Blok
1.C.3
o Pelabuhan
Jarangokang di
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan SWP LD pada o APBN
111 Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Blok I.D.1 o APBD Perhubun _ Perhub
o Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan e Pelabuhan gan eraubungan
Y Kabupaten

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Nangahure  di
SWP LE pada
Blok L.E.2

e Pelabuhan
Wailiti di SWP
LD pada Blok
1L.D.2




Pelabuhan
Wuring di SWP
I.C pada Blok
1.C.3.

1.1.2

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut
Kewenangan Provinsi

o Pelabuhan
Bebeng di SWP
I.C pada Blok
1.C.3

o Pelabuhan
Jarangokang di
SWP LD pada
Blok I.D.1

e Pelabuhan
Nangahure  di
SWP LE pada
Blok LE.2

o Pelabuhan
Wailiti di SWP
I.D pada Blok
1.D.2

e Pelabuhan
Wuring di SWP
I.C pada Blok
1.C.3.

e APBN
e APBD
Kabupaten

Perhubungan

Perhubungan
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Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan

Lokal

1.2.1

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal

e Pelabuhan
Bebeng di SWP
I.C pada Blok
1.C.3

e Pelabuhan
Jarangokang di
SWP LD pada
Blok I.D.1

o Pelabuhan
Nangahure  di
SWP LE pada
Blok L.LE.2

e Pelabuhan
Wailiti di SWP
I.D pada Blok
1.D.2

o Pelabuhan
Wuring di SWP
I.C pada Blok
1.C.3.

e APBN
e APBD
Kabupaten

Perhubungan

Perhubungan

1.2.2

Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

e Pelabuhan Bebeng
di SWP LC pada
Blok I.C.3

e Pelabuhan
Jarangokang  di
SWP1.D pada Blok
1.D.1

e Pelabuhan
Nangahure di SWP
L.E pada Blok L.E.2

® Pelabuhan Wailiti
di SWP LD pada
Blok 1.D.2

e Pelabuhan Wuring
di SWP LC pada
Blok I.C.3.

e APBN
e APBD
Kabupaten

Perhubungan

Perhubungan




Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan Pelabuhan o APBN Perhubungan Perhubungan

pengumpan lokal Bebeng di SWP | e APBD
I.C pada Blok Kabupaten
1.C.3

o Pelabuhan
Jarangokang di
SWP 1D pada
Blok I.D.1

o Pelabuhan
Nangahure  di
SWP LE pada
Blok L.E.2

e Pelabuhan
Wailiti di SWP
I.D pada Blok
1.D.2

o Pelabuhan
Wuring di SWP
I.C pada Blok

I.C.3.
1.2.4 Pengawasan pengoperasian pelabuhan o Pelabuhan o APBN Perhubungan - Perhubungan -
pengumpan lokal Bebeng di SWP | e APBD
I.C pada Blok Kabupaten
I.C.3

e Pelabuhan
Jarangokang di
SWP LD pada
Blok I.D.1

e Pelabuhan
Nangahure  di
SWP LE pada
Blok L.LE.2

e Pelabuhan
Wailiti di SWP
I.D pada Blok
1.D.2

o Pelabuhan
Wuring di SWP
I.C pada Blok

L.C.3.
1.2.5 Pemenuhan fasilitas pelayanan Angkatan o Pelabuhan o APBN Perhubungan - Perhubungan -
pelabuhan pengumpan lokal Bebeng di SWP e APBD
I.C pada Blok Kabupaten
1.C.3

e Pelabuhan
Jarangokang di
SWP 1D pada
Blok I.D.1

e Pelabuhan
Nangahure  di
SWP LE pada
Blok L.E.2

e Pelabuhan
Wailiti di SWP
I.D pada Blok
1.D.2

e Pelabuhan
Wuring di SWP
I.C pada Blok

I.C.3.
1.2.6 Peningkatan status menjadi Pelabuhan Pelabuhan Wuring | e APBN Perhubungan - Perhubungan -
pengumpan regional di SWP I.C pada | e APBD

Blok I.C.3. Kabupaten




Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pelabuhan Wuring
di SWP I.C pada

APBN
APBD

Perhubungan

Perhubungan

Pengumpan Regional Blok I.C.3. Kabupaten
1.2.8 Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan Pelabuhan Wuring | e APBN Perhubungan - Perhubungan -
pengumpan Regional di SWP I.C pada e APBD
Blok I.C.3. Kabupaten
1.2.9 Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pelabuhan Wuring | e APBN Perhubungan - Perhubungan -
pengumpan Regional di SWP I.C pada e APBD
Blok I.C.3. Kabupaten
1.2.10 Pemenuhan fasilitas pelayanan Angkatan Pelabuhan Wuring | e APBN Perhubungan - Perhubungan -
pelabuhan pengumpan Regional di SWP I.C pada e APBD
Blok I.C.3. Kabupaten
f Perwujudan Pelabuhan Perikanan
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1.1 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Pangkalan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ika1‘1 * APBN Kelautan dan Kelautan dan
1.1.2 pangkalan pendaratan ikan Alok terdapat di * APBD Perikanan Perikanan N N
SWP I.A pada Blok Provinsi
1.A.3
Pangkalan
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pendaratan Ikm? * APBN Kelautan dan Kelautan dan
1.1.3 Pengusahaan pangkalan pendaratan ikan Alok terdapat di * APBD Perikanan Perikanan - -
SWP 1A pada Blok Provinsi
LA.3
g Perwujudan Bandar Udara Pengumpul
1 Program Pengelolaan Penerbangan
1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Bandar Udara e APBN
111 Penyediaan sarana dan prasarana bandar Frans Seda e APBD Perhubungan Perhubungan ~ _
o udara pengumpul skala pelayanan tersier terdapat di SWP LA Provinsi & g
'oVINs1
pada Blok I.A.1
Bandar Udara e APBN
11.2 Pengelolaan bapdar udara pengumpul skala Frans §eda e APBD Perhubungan Perhubungan - -
pelayanan tersier terdapat di SWP LA Provinsi
pada Blok I.A.1
a Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung
1 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
1.1 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
111 Pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik PETSD‘A\;\ILOII(;Dmarzng e APBN Energi dan Sumber PLN
o Tenaga Diesel (PLTD) ! -D paca e Swasta Daya Mineral - -
Blok I.D.1
b Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem
1 Belanja Modal Jaringan Listrik
1.1 Belanja Modal Jaringan Transmisi
e SUTT 70 kV GI
Ropa - GI
Maumere
melintas di SWP
1.D dan SWP LE
111 Pengembangan jalur Saluran Udara e SUTT 150 kV e APBN Energi dan Sumber _ ~ PLN
o Tegangan Tinggi (SUTT) PLTMG e Swasta Daya Mineral
Maumere - GI
Maumere
melintas di SWP
1B, SWPI.C,

dan SWP I.D




Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Belanja Modal Jaringan Listrik

1.1 Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Pengembangan jalur Saluran Udara SWPLA, SWPLB, e APBN Energi dan Sumber
LL1 Tegangan Menengah (SUTM) SWPI1.C, SWP LD, e Swasta Daya Mineral - PLN
dan SWP LE
1.1.2 Pengembangan jalur Saluran Udara SWP LA, SWP LB, e APBN Energi dan Sumber _ PLN
T Tegangan Rendah (SUTR) SWP I.C, SWP I.D o Swasta Daya Mineral
d Perwujudan Gardu Listrik
1 Program Pengelolaan Gardu Listrik
1.1 Pengelolaan Gardu Listrik
111 Pengembangan, pemeliharaan, dan Gl 3150 k\gMSa\';}l;n Ie IS e APBN Energi dan Sumber PLN
o peningkatan pelayanan gardu induk terdapat di . e Swasta Daya Mineral B
pada Blok I.D.1
e SWPIA pada
Blok I.A.3;
e SWPI.B pada
Blok I.B.2 dan
Blok I.B.3;
1.1.2 Pengembangan, pemeliharaan, dan * S}NP L.C pada e APBN Energi dan Sumber
.1 5 o . ok I.C.2 dan . - PLN
peningkatan pelayanan gardu distribusi Blok 1.C.3; e Swasta Daya Mineral
e SWP LD pada
Blok I.D.1; dan
e SWP LE pada
Blok L.LE.1 dan
Blok L.E.2.
a Perwujudan Jaringan Tetap
1 Program Pengelolaan Jaringan Tetap
1.1 Pengelolaan Jaringan Tetap
e Jalur SKSO P30
Ende-Maumere
melintas di SWP
LA, SWP LB,
SWPI.C, SWP e APBN
- . 1.D, dan SWP e APBD Komunikasi dan Komunikasi dan
1.1.1 Pengembangan jaringan serat optik LE Kabupaten Informatika Informatika PT Telkom
e Jalur SKSO P30 e Swasta
Merauke-
Larantuka
melintas di SWP
I.A dan SWP I.B
e APBN
112 Pengembangan jaringan internet gratis pada g\‘;’JPP % '(A:’ ggg % ‘g' e APBD Komunikasi dan Komunikasi dan PT Telk
o sarana pelayanan umum d e T Kabupate Informatika Informatika elkom
an SWP LE
e Swasta
Pengembangan Sentral Telepon Otomat POP Maumere di : :ggg Komunikasi dan Komunikasi dan
113 (STO) Swp 1'113]13""‘2‘1"" Blok Kabupate Informatika Informatika PT Telkom
T o Swasta
b Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler
1 Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan
1.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
e SWP LA pada
Pengembangan dan peningkatan kualitas Blok I.A.3; e APBN Kementerian o
1.1.1 pelayanan menara Base Transceiver Station ¢ SWP L.B pada e APBD Komunikasi dan K'Jlmt‘:lmkazlkdan _
(BTS) Blok I.B.2 dan Kabupaten Informatika nlormatika

Blok 1.B.3;




e SWP I.C pada
Blok I.C.2;

e SWP I.D pada
Blok I.D.2; dan

o SWP LE pada
Blok L.E.2.

SWP LA, SWP LB, - - — -
SWPIL.C, SWP LD, APBD Komunikasi dan

dan SWP LE Kabupaten Informatika

Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir

Program Pengelolaan SDA
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan database dan penataan menara

1.1.2 telekomunikasi

e APBN Pekerjaan Umum dan - Pekerjaan Umum -
1.1.1 Pembangunan tanggul sungai SWP LB dan SWPI.C | ® APBD Perumahan Rakyat dan Penataan
Kabupaten Ruang
e APBN Pekerjaan Umum dan - Pekerjaan Umum -
1.1.2 Rehabilitasi tanggul sungai SWP LB dan SWPIL.C |® APBD Perumahan Rakyat dan Penataan
Kabupaten Ruang
e APBN Pekerjaan Umum dan - Pekerjaan Umum -
1.1.3 Peningkatan tanggul sungai SWP LB dan SWPILC | ® APBD Perumahan Rakyat dan Penataan
Kabupaten Ruang
. ) e APBN Pekerjaan Umum dan - Pekerjaan Umum -
1.1.4 Opc?ra51 dan Pemehharaan tanggul dan SWP 1B dan SWPLC | ® APBD Perumahan Rakyat dan Penataan
tebing sungai Kabupaten Ruang

Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air

Program Pengelolaan SDA
1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

e SWPILA pada

Blok I.A.2 dan

Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Blok [.A.3; ° APBN Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum

111 Jaringan Irigasi Air Tanah berupa sumur bor * SWPILBpada ® APBD Perumahan Rakyat B dan Penataan B

Blok I.B.2; dan Kabupaten Ruang

e SWPILD pada
Blok I.D.1.

e SWPILA pada
Blok I.A.2 dan
Blok I.A.3; e APBN Pekerjaan Umum

112 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk e SWPLB pada o APED Pekerjaan Umum dan R dan Penataan R

Jaringan Irigasi Air Tanah berupa sumur bor Blok 1.B.2; dan Kabupaten Perumahan Rakyat Ruang
e SWPILD pada
Blok I.D.1.
e SWPILA pada
Blok I.A.2 dan
Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Blok I.A.3; e APBN Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum
1.1.3 untuk Jaringan Irigasi Air Tanah berupa e SWPIB pada e APBD Perumahan Rakyat - dan Penataan -
sumur bor Blok 1.B.2; dan Kabupaten Ruang

e SWPILD pada
Blok I.D.1.




Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan baru SPAM iaringan SPAM PPI Wuring e APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 X gub b J 8 . di SWP LE pada Kabupaten dan Penataan
perpipaan berupa bangunan penampung air Blok LE.2 o Swasta Ruang
. - . SPAM PPI Wuring e APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 genmiks;aln SII:;MJ naﬁanlfe:}i):paan di SWP L.E pada Kabupaten dan Penataan
erup g1 pe pung Blok .LE.2 e Swasta Ruang
- . SPAM PPI Wuring e APBD Pekerjaan Umum
1.1.3 Eerluasan SPAM Ja.rlnga.r'l perpipaan berupa di SWP LE pada Kabupaten dan Penataan
angunan penampung air Blok LE.2 e Swasta Ruang
. - . SPAM PPI Wuring e APBD Pekerjaan Umum
1.1.4 EZ;meZI:] Sepﬁx,f an g:x;rperplpaan berupa di SWP LE pada Kabupaten dan Penataan
gu P pung Blok L.LE.2 e Swasta Ruang
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pembangunan baru SPAM jaringan SWP LA, SWP LB, e APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 perpipaan berupa jaringan distribusi SWP I.C, SWP L.D, Kabupaten dan Penataan
pembagi dan SWP LE. e Swasta Ruang
. L . SWP LA, SWP LB, e APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 :::umikaa;aﬁ iiA;\fsirmib“uli?n;zgpa‘p.a“ SWPI.C, SWP LD, Kabupaten dan Penataan
paJ & P gl dan SWP LE. e Swasta Ruang
Perluasan SPAM jaringan perpipaan berupa SWP LA, SWP LB, e APBD Pekerjaan Umum
1.1.3 ‘aringan distribuii er%lbap' PP P SWPIL.C, SWP LD, Kabupaten dan Penataan
J & P &l dan SWP LE. e Swasta Ruang
. o . SWP LA, SWP L.B, e APBD Pekerjaan Umum
1.1.4 .F:rri':laﬂa‘a’n dlifg‘?x ;ia’ “elr’if; perpipaan berupa SWPI.C, SWP LD, Kabupaten dan Penataan
J g p gl dan SWP LE. e Swasta Ruang
1 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
1.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
e SWP LA pada
Blok I.A.3;
e SWPLB pada Ketenteraman
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran : dan Ketertiban
Blok 1.B.2; APBD
1.1.1 dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa Umum serta
. e SWPI.C pada Kabupaten .
hidran kebakaran Perlindungan
Blok I.C.3; dan Masvarakat
e SWPLE pada ¥
Blok LE.1
b Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan ¢ SWPLApada e Dana Desa Pekerjaan Umum .
; Blok I.A.3; Pemerintah
1.1.1 di Kawasan Perdesaan berupa pengadaan ’ e APBD dan Penataan
e SWP LB pada Kabupat R Desa
sumur pompa Blok L.B.2; dan abupaten uang
e Reservoir
Ilegetang PDAM
Pembangunan infrastruktur untuk Sikka SWP L.A e APBD Pekerjaan Umum
. . R pada Blok I.A.2
1.1.2 melindungi mata air berupa Bangunan N Kabupaten dan Penataan PDAM
. e Reservoir NUSP
Penangkap Mata Air e Swasta Ruang

M3 Wolonmaget
SWP I.C pada
Blok I.C.2;




a. Perwujudan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Setempat
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur WP Perkotaan APBD Ll.n gkungan
1.1.1 . Hidup
Tinja (IPLT) Maumere Kabupaten
Kesehatan
112 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur WP Perkotaan APBD Igﬁ%u ngan
o Tinja Maumere Kabupaten K p
esehatan
1.1.3 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur WP Perkotaan APBD Ig:j%kungan
o Tinja Maumere Kabupaten p
Kesehatan
114 Operasi dan Pemeliharaan Sistem WP Perkotaan APBD Ig:j%kungan
o Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Maumere Kabupaten P
Kesehatan
b. Perwujudan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Terpusat
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Lingkungan
1.1.1 Domestik (SPALD) terpusat skala kawasan Wl;[l:;l:;;ian Ka/b\EB;)ten Hidup
tertentu P Kesehatan
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Lingkungan
1.1.2 Domestik (SPALD) Terpusat Skala widzf;‘:rzm KaﬁEB:)ten Hidup
Permukiman Berbasis Masyarakat p Kesehatan
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Lingkungan
1.1.3 Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala WP Perkotaan APBD Hidup
. Maumere Kabupaten
Permukiman Kesehatan
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Lingkungan
1.1.4 Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala widzf;‘:rzm conpBD Hidup
Permukiman Berbasis masyarakat P Kesehatan
115 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah WP Perkotaan APBD I;Ilix;liikungan
o Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan Maumere Kabupaten p
Kesehatan
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Lingkungan
1.1.6 Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala WP Perkotaan APBD Hidup
Maumere Kabupaten
perkotaan Kesehatan
Penmgk.atan Sistem Pengelolaan Air Limbah WP Perkotaan APBD Ll}'lgkungan
1.1.7 Domestik (SPALD) Terpusat Skala Maumere Kabupaten Hidup
Permukiman Berbasis Masyarakat p Kesehatan
118 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah WP Perkotaan APBD Il:llir:iikungan
o Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan Maumere Kabupaten P
Kesehatan
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Lingkungan
1.1.9 Domestik (SPALD) Terpusat Skala WP Perkotaan APBD Hidup
. Maumere Kabupaten
Permukiman Kesehatan
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Lingkungan
1.1.10 Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan WP Perkotaan APBD Hidup
Maumere Kabupaten
Tertentu Kesehatan
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Lingkungan
1.1.11 Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala WP Perkotaan APBD Hidup
Maumere Kabupaten
Kawasan Tertentu Kesehatan
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Lingkungan
1.1.12 Domestik (SPALD) Terpusat Skala WP Perkotaan APBD Hidup
. Maumere Kabupaten
Permukiman Kesehatan
Lingkungan
1.1.13 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja WP Perkotaan APBD Hidup
Maumere Kabupaten
Kesehatan




5 Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
1 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
1.1 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin e Lingkungan
1.1.1 Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan SWP 1.B pada Blok APBD Hidu g
1. e L. p
Melalui Sistem Pelayanan Perizinan 1.B.2 Kabupaten e Keschatan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan e Lingkungan
11.2 Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi SWP 1.B pada Blok APBD Hidup
o dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, 1.B.2 Kabupaten
X e Kesehatan
Pengolahan, dan/atau Penimbunan
e Lingkungan
1.1.3 Pengumpulan limbah B3 Swp I'?ga;a Blok oD Hidip ¢
.B. abupaten
e Kesehatan
e Lingkungan
1.1.4 Pengolahan limbah B3 SWP LB pada Blok APBD Hidip ¢
1LB.2 Kabupaten
o Kesehatan
a Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
1 Program Pengelolaan Persampahan
1.1 Pengelolaan Sampah
e SWP LA pada
11 gengurangan Sampah dengan Melakukan . g{;;l; igi’a da APBD Lingkungan
1. embatasan, Pendauran Ulang dan Blok 1.B.2: d. Kab b hid
Pemanfaatan Kembali oK 5.2 can abupaten 1cup
e SWPI.C pada
Blok I.C.3.
e SWP LA pada
Penanganan Sampah dengan Melakukan Blok I.A.3;
11.2 Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, e SWP LB pada APBD Lingkungan
o Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Blok I.B.2; dan Kabupaten hidup
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota e SWPIC pada
Blok I.C.3.
2 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
2.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
e SWP LA pada
Blok 1.A.3;
Penyusur{an Rencana, Kebijakan, Strategi, e SWPLB p’a da APBD Lingkungan
1.1.1 ;l‘;g Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Blok L.B.2; dan Kabupaten hidup
e SWPI.C pada
Blok I.C.3.
e SWP LA pada e Pekerjaan
Blok I.A.3; Umum dan
e SWPILB pada APBD Penataan
1.1.2 Pembangunan TPS Blok 1.B.2; dan Kabupaten Ruang,
e SWPI.C pada e Lingkungan
Blok I.C.3. hidup
e SWP LA pada
Blok I.A.3;
T e SWPILB pada APBD Lingkungan
1.1.3 Rehabilitasi TPS Blok I.B.g; dan Kabupaten fgliiduupg
e SWPI.C pada
Blok I.C.3.
e SWP LA pada
Blok 1.A.3;
. e SWPILB pada APBD Lingkungan
114 Peningkatan TPS Blok I.B.g; dan Kabupaten I%iiiuupg
e SWPI.C pada
Blok I.C.3.
115 Penyediaan Sarana Persampahan yang e SWP LA pada APBD Lingkungan
T terintegrasi pada TPS Blok 1.A.3; Kabupaten hidup




SWP 1.B pada

Blok I.B.2; dan
SWP I.C pada
Blok I.C.3.
a Perwujudan Jaringan Drainase Primer
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
i1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi SWP LA, SWP LB, APBD Pedl;efgigsa";m
: dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dan SWPI.C Kabupaten Ruang
Pekerjaan Umum
) . SWPI.A, SWP LB, APBD
1.1.2 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan SWPI.C Kabupaten dan Penataan
Ruang
) ) SWP LA, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum
1.1.3 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan SWPLC Kabupaten dan Penataan
Ruang
Pekerjaan Umum
1.1.4 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan SWP LA, SWP LB, APBD da:l:I Penataan
dan SWP I1.C Kabupaten
Ruang
) . . ) SWP LA, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum
1.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dan SWPLC Kabupaten dan Penataan
Ruang
b Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi SWP LA, SWPLB, APBD Pekerjaan Umum
LL1 dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan SWPI.C, SWP1D, Kabupaten dan Penataan
dan SWP LE Ruang
SWP L.A, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan SWPI.C, SWPIL.D, Kabupaten dan Penataan
dan SWP LE Ruang
SWP LA, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum
1.1.3 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan SWPI.C, SWP LD, Kabupaten dan Penataan
dan SWP LE Ruang
SWP LA, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum
1.1.4 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan SWPI.C, SWP LD, Kabupaten dan Penataan
dan SWP LE Ruang
SWP LA, SWP LB, APBD Pekerjaan Umum
1.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase SWPI.C, SWP LD, Kabupaten dan Penataan
dan SWP LE Ruang
® Perwujudan Jaringan Drainase Tersier
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan Umum
1.1.1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Swfaiz“slgv IP CI‘B' Kagglsften dan Penataan
Ruang
Pekerjaan Umum
1.1.2 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan SW;I’;I-;“S,;N IP é'B' Ka:ﬁls:)ten dan Penataan
Ruang
Pekerjaan Umum
1.1.3 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan SW(;:E“SHXV IP CI'B' Ka:zﬁften dan Penataan
Ruang
14 Penyediaan Sarana Sistem Drainase SWP LA, SWP LB, APBD Pﬁ:;@ﬁ;ﬂgﬁm
Lingkungan dan SWPI.C Kabupaten

Ruang




Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana

Program Penanggulangan Bencana

1.1

Pelayanan Pencegahan dan Kesiag

n terhadap Bencana

1.1.1

Penguatan kapasitas kawasan untuk
penceahan dan kesiapsiagaan bencana
berupa penyediaan jalur evakuasi bencana

1.1.2

Pemberian rambu-rambu petunjuk jalur
evakuasi

Dalam Kota Mau-
mere (K34.2) me-
lintas di SWP 1B
dan SWP 1.C;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.4) me-
lintas di SWP L.B;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.5) me-
lintas di SWP L.B;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.8) me-
lintas di SWP L.B;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.9) me-
lintas di SWP L.B;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.39) me-
lintas di SWP L.B;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.40) me-
lintas di SWP L.B;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.48) me-
lintas di SWP LA;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.62) me-
lintas di SWP LA;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.69) me-
lintas di SWP LA;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.77) m-
elintas di SWP LA;
Dalam Kota Ma-
umere (K34.78)
melintas di SWP
LA;

Dalam Kota Mau-
mere (K34.80) me-
lintas di SWP LA;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.86) me-
lintas di SWP L.B;
Dalam Kota Mau-
mere (K34.93) me-
lintas di SWP LA;
JL Bengkumis
melintas di SWP
1.C;

JL Nangahure
Bukit melintas di
SWP LE;

Jl. Raya Maumere
-Magepanda me-
lintas di SWP LB,
SWP L.C, SWP 1.D
dan SWP LE;

APBD Penax?;\;ligngan
Kabupaten Bencana Daerah

APBD Pena.r]?adalraln an
Kabupaten e P

Bencana Daerah




L]

e jalur evakuasi

Jin. A.Yani (Mau-
mere) melintas di
SWP LA;

Jin. Gajah Mada
(Maumere) melin-
tas di SWP LA,
dan SWP 1.B;

Jin. Nongmeak
(Maumere)
melintas di SWP
1.A, dan SWP 1.B;
Jln. Sudirman
(Maumere)
melintas di SWP
LA;

Jln. Sugiyo Prano-
to (Maumere) me-
lintas di SWP L.B;
Lingkar Luar
melintas di SWP
I.A, SWP L.B, SWP
1.C, SWP LD, dan
SWP LE;
Nangameting -
Watubuku melin-
tas di SWP LA;
Woloara - Bts.
Kota Maumere
melintas di SWP
1.A, dan SWP LB;
dan
Wolomarang-
Aimitat melintas
di SWP LC dan
SWP 1.D.

bencana lainnya
melintas di SWP
LA, SWP LB, dan
SWP LE.

b Perwujudan Tempat Evakuasi
1 Program Penanganan Bencana
1.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota
e Lapangan
Kelurahan
Hewuli di SWP
I.E pada Blok
1LE.1; dan
e Lapangan
Kelurahan
Penyediaan Tempat Penampungan Madawat di Badan
1.1.1 Pengungsi berupa tempat evakuasi SWP LB pada APBD Penanggulangan
o Blok I.B.2; Kabupaten

sementara

Lapangan Kota
Baru di SWP LA
pada Blok I.A.3;
Lapangan SMPK
Yapenthom I
Maumere di
SWP LA pada

Blok I.A.3.

Bencana Daerah




1.1.2

Penyediaan Tempat Penampungan
Pengungsi berupa tempat evakuasi akhir

Gelora Samador
di SWP L.B pada
Blok 1.B.2;

e Lapangan
Rumah
Pembinaan
Santo
Benediktus
Nangahure di
SWP L.E pada
Blok L.LE.2; dan

e Lapangan SD
Inpres Pigang di
SWP 1.D pada
Blok I.D.1.

APBD
Kabupaten

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

1.1.3

Pembangunan fasilitas tempat evakuasi
sementara

e Lapangan
Kelurahan Hewuli
di SWP LE pada
Blok I.LE.1; dan

e Lapangan
Kelurahan
Madawat di SWP
1.B pada Blok
1.B.2;

e Lapangan Kota
Baru di SWP LA
pada Blok 1.A.3;

e Lapangan SMPK
Yapenthom I
Maumere di SWP
I.A pada Blok
1.A.3.

APBD
Kabupaten

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

1.1.4

Pembangunan fasilitas tempat evakuasi
akhir

e Gelora Samador
di SWP LB pada
Blok I.B.2;

e Lapangan Rumah
Pembinaan Santo
Benediktus
Nangahure di
SWP LE pada
Blok I.LE.2; dan

e Lapangan SD
Inpres Pigang di
SWP 1.D pada
Blok I.D.1.

APBD
Kabupaten

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1.1

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota

1.1.1

Pembangunan Prasarana Jalan berupa
jaringan pejalan kaki

1.1.2

Penyediaan Perlengkapan Jalan berupa
jaringan pejalan kaki

1.1.3

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
Jalan berupa jaringan pejalan kaki

1.1.4

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan

e Jl Raya
Maumere —
Magepanda
melintas di SWP
1.B, SWPI.C,
SWP 1.D, dan
SWP LE;

e Jln. A. Yani
(Maumere)
melintas di SWP
LA;

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




Jin. Gajah Mada
(Maumere)
melintas di SWP
I.A dan SWP
LB;

JIn. Nongmeak
(Maumere)
melintas di SWP
1A, dan SWP
LB;

Jln. Sudirman
(Maumere)
melintas di SWP
LA;

Jln. Sugiyo
Pranoto
(Maumere)

Pekerjaan Umum

Pembangunan, pengembangan, peningkatan melintas di SWP APBD
115 jaringan pejalan kaki 1.B; Kabupaten dan Penataan
e lingkar luar Ruang
melin tas di
SWP LA, SWP
LB, SWPL.C,
SWP I.D, dan
SWP LE;
e Woloara — Bts.
Kota Maumere
melintas di
SWP LA dan
SWP L.B; dan
e Jaringan
pejalan kaki
lainnya melintas
di SWP LA, SWP
1.B, dan SWP
I.C.
d Perwujudan Pengaman Pantai
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
e APBN Kementerian Pekerjaan Umum
1.1.1 Pembangunan Breakwater Swp I'AI céa_n Swp e APBD Pekerjaan Umum dan dan Penataan
i Kabupaten Perumahan Rakyat Ruang
e APBN Kementerian Pekerjaan Umum
1.1.2 gzglb:r;lfﬁ x;aar;‘ tsa eiﬁ;&dzn Bangunan Swp I'AI %an Swp e APBD Pekerjaan Umum dan dan Penataan
& i i Kabupaten Perumahan Rakyat Ruang
1I PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
a Perwujudan Zona Perlindungan Setempat
1 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat
1.1 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
e SWP LA pada e Pekerjaan
Blok I.A.2, dan Umum  dan
Blok I.A.3; Penataan
1.1.1 Pemeliharaan kawasan sempadan sungai * SYZE %g gflg:n Ka‘gﬁ]:?ten - R IR‘ilrlE;nkingan
e SWPI.C pada Hidup
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3
Pengawasan dan pembinaan semua kegiatan e SWP LA pada APBD * Ei{le:xan dan
1.1.2 rehabilitasi lahan secara terpadu dan Blok I.A.2, dan Kabupaten - Penataan
berkesinambungan Blok 1.A.3;

Ruan




SWP 1.B pada

e Lingkungan

Blok 1.B.3; dan Hidup
e SWPIC pada
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3
e SWP LA pada e Pekerjaan
Blok I.A.2, dan Umum dan
Blok I.A.3; Penataan
113 Penataan kawasan sempadan sungai untuk e SWPILB pada APBD _ Ruang
o penyediaan RTH Blok I.B.3; dan Kabupaten e Lingkungan
e SWPI.C pada Hidup
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3
e SWP LA pada e Pekerjaan
Blok I.A.2, dan Umum dan
Blok L.A.3; e APBN Kementerian Penataan
1.1.4 normalisasi/restorasi sungai * SWPLBpada e APBD Pekerjaan umum dan Rpang
Blok I.B.3; dan Kabupaten Perumahan Rakyat e Lingkungan
e SWPI.C pada p Hidup
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3
2 Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau pada Sub-Zona Perlindungan Setempat
2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil
e SWPIA pada
Blok I.A.2, dan e Pekerjaan
Blok I.A.3; Umum dan
2.1.1 Identifikasi inventarisasi, pengelolaan e SWPIB pada APBD _ Penataan
o sempadan pantai Blok 1.B.3; dan Kabupaten Ruang
e SWPI.C pada e Lingkungan
Blok I.C.2 dan Hidup
Blok I.C.3
e SWP LA pada
Blok I.A.2, dan e Pekerjaan
Blok I.A.3; Umum dan
2.1.2 Pemeliharaan kawasan sempadan pantai * S}ZIIZ %g g’ag:n Ka‘lgfl]sgcen - gix:;tgan
e SWPIC pada e Lingkungan
Blok I.C.2 dan Hidup
Blok I.C.3
e SWP LA pada
Blok I.A.2, dan e Pekerjaan
Blok I.A.3; Umum dan
2.1.3 Penataan kawasan sempadan pantai untuk e SWP LB pada APBD _ Penataan
o penyediaan RTH Blok I1.B.3; dan Kabupaten Ruang
e SWPI.C pada e Lingkungan
Blok I.C.2 dan Hidup
Blok I.C.3
b Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Sub-Zona RTH
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
e Pekerjaan
Umum dan
111 Pengelolaan taman keanekaragaman hayati WP Perkotaan APBD ~ Penataan
o di luar kawasan hutan Maumere Kabupaten Ruang
e Lingkungan
Hidup
o Pekerjaan
Pengembangan kapasitas kelembagaan dan WP Perkotaan APBD g::l‘;g:}lan
1.1.2 SDM dalam pengelolaan keanekaragaman M -
aumere Kabupaten Ruang

hayati

e Lingkungan
Hidup




Pekerjaan Umum

11.3 Pengelolaan sarana dan prasarana WP Perkotaan APBD dan Penataan
o keanekaragaman hayati Maumere Kabupaten Ruang
e Lingkungan Hidup
. . . e Pekerjaan Umum
Peningkatan kapasitas dan kompetensi WP Perkotaan APBD dan lI:’]enataan
1.1.4 sumber daya manusia bidang lingkungan
hidup untuk lembaga kemasyarakatan Maumere Kabupaten Rpang .
e Lingkungan Hidup|
e Pekerjaan Umum
115 Pendampingan gerakan peduli lingkungan WP Perkotaan APBD dan Penataan
o hidup Maumere Kabupaten Ruang
e Lingkungan Hidup
e Pekerjaan Umum
116 Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye WP Perkotaan APBD dan Penataan
o lingkungan hidup Maumere Kabupaten Ruang
e Lingkungan Hidup|
e Pekerjaan Umum
1.2.1 Peningkatan RTH dengan fungsi taman kota SWP 1.B pada Blok APBD dan Penataan
- sebesar 0,31% 1.B.2 Kabupaten Ruang
e Lingkungan Hidup|
e SWP LA pada e Pekerjaan Umum
122 Peningkatan RTH dengan fungsi taman Blok I.A.3; dan APBD dan Penataan
- kecamatan sebesar 0,13% e SWPILB pada Kabupaten Ruang
Blok I.B.2 e Lingkungan Hidup
e SWPIA pada e Pekerjaan
. . Blok I.A.1 dan Umum dan
1.2.3 E:{ﬁ?fﬁ:;a:eg;[:‘:%n‘%;{%mngSl taman Blok I.A.3; dan KaII:EBBcen Penataan Ruang
’ e SWP LB pada p e Lingkungan
Blok I.B.2 Hidup
e Pekerjaan Umum
124 Peningkatan RTH dengan fungsi taman RW SWP LA pada Blok APBD %a“ Penataan
- sebesar 0,01% L.A.3 Kabupaten uang
e Lingkungan
1.2Hidup
e SWP LA pada
Blok I.A.3;
e SWPILB pada
g}gﬁ iggda.n e Pekerjaan Umum
1.2.5 Peningkatan RTH dengan fungsi pemakaman e« SWP I. C. ;1 da APBD dan Penataan
- sebesar 0,31% =P Kabupaten Ruang
Blok I.C.2 dan X .
Blok L.C.3; dan e Lingkungan Hidup|
e SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok LE.2
e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A.3;
e SWPILB pada e Pekerjaan Umum
1.2.6 Peningkatan RTH dengan fungsi jalur hijau Blok 1.B.1, Blok APBD dan Penataan
- sebesar 0,35% 1.B.2, dan Blok Kabupaten Ruang
1.B.3; e Lingkungan Hidup|
e SWPIC pada
Blok I.C.2; dan
e SWPID pada
Blok I.D.1
e Pekerjaan Umum
1.0.7 Peningkatan RTH dengan fungsi kawasan * E;ZE %: gag:n APBD dan Penataan
- perlindungan setempat sebesar 0,03% i~ Kabupaten Ruang

Blok I.A.3;

Lingkungan Hidup|




SWP 1.B pada
Blok I.B.3; dan

SWP I.C pada
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3
SWP 1.B pada e Pekerjaan
Blok I.B.3; Umum dan
128 Peningkatan RTH dengan fungsi kawasan SWP I.C pada APBD Penataan
- ekosistem mangrove sebesar 0,26% Blok I.C.3; dan Kabupaten Ruang
SWP L1.D pada e Lingkungan
Blok I.D.1 Hidup
SWP LA pada
Blok I.A.1, dan
Blok .A.2;
SWP 1.B pada
Blok I.B.1 e  Pekerjaan
SWP I.C pada Umum dan
1.2.9 Peningkatan RTH di subzona pertanian, Blok I.C.1, Blok APBD Penataan
- sebesar 10% 1.Cc2 Kabupaten Ruang
SWP 1.D pada e Lingkungan
Blok I.D.1 dan Hidup
Blok 1.D.2; dan
SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok I.LE.2
e  Pekerjaan
Umum dan
1.2.10 Peningkatan RTH dengan fungsi taman atap WP Perkotaan APBD Penataan
- atau roof garden sebesar 1,71% Maumere Kabupaten Ruang
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
12.11 Pen@ngkatan RTH‘ dengan fungsi taman WP Perkotaan APBD g;:&ia;uang
podium atau podium garden sebesar 0,97% Maumere Kabupaten .
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
1.2.12 Peningkatan RTH dengan fungsi taman WP Perkotaan APBD gmum dan
- balkon atau balcony garden sebesar 1,37% Maumere Kabupaten §nataan Ruang
Y g » P
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
1213 Peningkatan RTH dengan fungsi taman WP Perkotaan APBD ll)lmum dan
- koridor atau corridor garden sebesar 1,37% Maumere Kabupaten f:nataan Ruang
g B P
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Peningkatan RTH dengan fungsi taman WP Perkotaan APBD Umum dan
1.2.14 B . Penataan Ruang
vertikal atau vertical garden sebesar 3,40% Maumere Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Peningkatan RTH dengan fungsi taman Umum dan
1.2.15 dalam pot atau planter box garden sebesar WFI’V[Perkotaan APBD Penataan Ruang
6.72% aumere Kabupaten o Lingkunean
, gKung
Hidup
e Pekerjaan
Penignkatan RTH dengan fungsi taman Umum dan
1.2.16 dalam kontainer atau container garden W;I;?;Z;ian KagﬁBgcen Penataan Ruang
sebesar 0,67% p e Lingkungan

Hidup




Pekerjaan

Peningkatan RTH pada persil pada WP Perkotaan APBD Umum dan
1.2.17 Penataan Ruang
kawasan/zona perumahan sebesar 3,82% Maumere Kabupaten .
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
1.2.18 persil pada kawasan/zona penongkayan RTH WP Perkotaan APBD g:;:z;ilat};uan
- pada perdagangan dan jasa sebesar 2,02% Maumere Kabupaten N g
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
. . Umum dan
1.2.19 Peningkatan RTH pada persil pada WP Perkotaan APBD Penataan Ruang
kawasan/zona perkantoran sebesar 0,15% Maumere Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Peningkatan RTH pada persil pada Umum dan
1.2.20 kawasan/zona kawasan industri sebesar Wl;/[l::rlzztrian KaﬁﬁBe]\)ten Penataan Ruang
0,66% p e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
. . Umum dan
1201 Peningkatan RTH pagla persil pada WP Perkotaan APBD Penataan Ruang
kawasan/zona pariwisata sebesar 13,6% Maumere Kabupaten .
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
1.2.92 Peningkatan RTH pada persil pada WP Perkotaan APBD I};:ll;::}la;uan
- kawasan/zona SPU sebesar 0,76% Maumere Kabupaten . g
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Peningkatan RTH pada per51'1 pgda kawasan/ WP Perkotaan APBD Umum dan
1.2.23 zona pembangkitan tenaga listrik sebesar Penataan Ruang
Maumere Kabupaten .
0,22% e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Peningkatan RTH pada persil pada WP Perkotaan APBD Umum dan
1.2.24 N Penataan Ruang
kawasan/zona transportasi sebesar 0,31% Maumere Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Peningkatan RTH pada persil pada WP Perkotaan APBD Umum dan
1.2.25 Penataan Ruang
kawasan/zona hankam sebesar 0,64% Maumere Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Peningkatan RTH pada persil pada . WP Perkotaan APBD Umum dan
1.2.26 kawasan/zona peruntukan lainnya yaitu Maumere Kabupaten Penataan Ruang
pergudangan sebesar 0,02 % P e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
. . Umum dan
1.0.07 PenmgkatanaRTH pada Danau (Badan Air) WP Perkotaan APBD Penataan Ruang
sebesar 0,11% Maumere Kabupaten .
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
. s . Umum dan
1.2.28 PenmgkatanoRTH dengan fungsi Biopori WP Perkotaan APBD Penataan Ruang
sebesar 0,01% Maumere Kabupaten .
e Lingkungan

Hidup




Pekerjaan

. . Umum dan
1.2.29 Peningkatan RTH dengan fungsi Sumur WP Perkotaan APBD Penataan Ruang
resapan sebesar 2,90% Maumere Kabupaten .
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
. Umum dan
1.2.30 Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona SWP 1.B pada Blok APBD Penataan Ruang
Taman Kota 1.B.2 Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman SWP 1.B pada Blok APBD Umum dan
1.2.31 Penataan Ruang
Kota 1.B.2 Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Penyediaan sarana dan prasarana SWP I.B pada Blok APBD Umum dan
1.2.32 Penataan Ruang
pendukung pada Sub-Zona Taman Kota 1.B.2 Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Pemeliharaan sarana dan prasarana SWP I.B pada Blok APBD Umum dan
1.2.33 Penataan Ruang
pendukung pada Sub-Zona Taman Kota 1.B.2 Kabupaten .
e Lingkungan
Hidup
e SWPLA pada * Pekerjaan
Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Blok 1.A.3; dan APBD Umum dan
1.2.34 Penataan Ruang
Taman Kecamatan e SWPILB pada Kabupaten ineku
Blok .B.2 ¢ Lingkungan
) Hidup
e SWPLA pada e Pekerjaan
Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Blok [.A.3; dan APBD Umum dan
1.2.35 Penataan Ruang
Kecamatan e SWPIB pada Kabupaten inek
Blok 1.B.2 ° Ll.n grungan
Hidup
) e SWPLA pada * Pekerjaan
Penyediaan sarana dan prasarana Umum dan
Blok I.A.3; dan APBD
1.2.36 pendukung pada Sub-Zona Taman Penataan Ruang
e SWPILB pada Kabupaten X
Kecamatan e Lingkungan
Blok 1.B.2 X
Hidup
e Pekerjaan
Pemeliharaan sarana dan prasarana * SWPLA p.ada Umum dan
Blok 1.A.3; dan APBD
1.2.37 pendukung pada Sub-Zona Taman Penataan Ruang
e SWPILB pada Kabupaten N
Kecamatan e Lingkungan
Blok 1.B.2 X
Hidup
e SWPIA pada e Pekerjaan
. Blok I.A.1 dan Umum dan
1.2.38 ,?Zi;g::}]ziﬁ:l}llgln{ publik berupa Sub-Zona Blok [.A.3; dan KagiBgcen Penataan Ruang
e SWPILB pada P e Lingkungan
Blok 1.B.2 Hidup
e SWP LA pada e Pekerjaan
. Blok I.A.1 dan Umum dan
1.2.39 ilex‘lligg:;aan taman pada Sub-Zona Taman Blok 1.A.3; dan Ka:EBchen Penataan Ruang
e SWPLB pada p o Lingkungan
Blok 1.B.2 Hidup
e SWPIA pada e Pekerjaan
Penyediaan sarana dan prasarana Blok I.A.1 dan APBD Umum dan
1.2.40 pendukung pada Sub-Zona Taman Blok 1.A.3; dan Penataan Ruang
Kabupaten

Kelurahan

e SWPILB pada
Blok I.B.2

Lingkungan
Hidup




Pemeliharaan sarana dan prasarana

SWP LA pada
Blok I.A.1 dan

e Pekerjaan
Umum dan

1.2.41 pendukung pada Sub-Zona Taman Blok 1.A.3; dan Ka:EB]aDten Penataan Ruang
Kelurahan e SWPILB pada P e Lingkungan
Blok 1.B.2 Hidup
e Pekerjaan
. Umum dan
1.2.42 Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona SWP I.A pada Blok APBD Penataan Ruang
Taman RW LA3 Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman SWP I.A pada Blok APBD Umum dan
1.2.43 Penataan Ruang
RW LA3 Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Penyediaan sarana dan prasarana SWP I.A pada Blok APBD Umum dan
1.2.44 Penataan Ruang
pendukung pada Sub-Zona Taman RW L.A3 Kabupaten N
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Pemeliharaan sarana dan prasarana SWP I.A pada Blok APBD Umum dan
1.2.45 Penataan Ruang
pendukung pada Sub-Zona Taman RW LA3 Kabupaten .
e Lingkungan
Hidup
SWP I.A pada
Blok I.A.3;
SWP 1.B pada
Blok I.B.2 dan e Pekerjaan
. Blok I.B.3; Umum dan
1.2.46 Ezzlg:knalf::fan RTH publik berupa Sub-Zona SWP I.C pada Ka‘l?EBBcen Penataan Ruang
Blok I.C.2 dan p e Lingkungan
Blok I.C.3; dan Hidup
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok I.LE.2
SWP I.A pada
Blok I.A.3;
SWP LB pada .
Blok 1.B.2 dan * Pekerjaan
. Blok LB.3; Umum dan
Penyediaan sarana dan prasarana ’ APBD Penataan
1.2.47 SWP I.C pada
pendukung pada Sub-Zona Pemakaman Blok 1.C.2 dan Kabupaten Ruang
Blok 1.C.3; dan *  Hnglungan
SWP LE pada up
Blok I.LE.1 dan
Blok LE.2
SWP I.A pada
Blok I.A.3;
SWP 1.B pada .
Blok LB.2 dan *  Pekerjaan
. Blok LB.3; Umum dan
Pemeliharaan sarana dan prasarana ’ APBD Penataan
1.2.48 SWP I.C pada
pendukung pada Sub-Zona Pemakaman Blok 1.C.2 dan Kabupaten Ruang
Blok 1.C.3; dan *  Hinglungan
SWP LE pada P
Blok I.LE.1 dan
Blok L.LE.2
SWP I.A pada e  Pekerjaan
1.2.49 Pengawasan dan pembinaan kegiatan pada Blok I.A.1, Blok APBD Umum dan
- Sub-Zona Jalur Hijau 1.A.2, dan Blok Kabupaten Penataan

LA.3;

Ruang




SWP 1.B pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

SWP I.C pada
Blok I.C.2; dan
SWP 1.D pada
Blok I.D.1

e Lingkungan

Hidup

1.2.50

Penyediaan sarana dan prasarana
pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau

SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
L.A.3;

SWP 1.B pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

SWP I.C pada
Blok I.C.2; dan
SWP L.D pada
Blok I.D.1

APBD
Kabupaten

e  Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

e Lingkungan
Hidup

1.2.51

Pemeliharaan sarana dan prasarana
pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau

SWP 1.A pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A.3;

SWP I.B pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

SWP I.C pada
Blok I.C.2; dan
SWP LD pada
Blok I.D.1

APBD
Kabupaten

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

e Lingkungan
Hidup

1.2.52

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan
Alokasi Penyimpanan Air Hujan (Konsep Eco
Hidrologi)

SWP LA pada Blok
LA.1, Blok LA.2,
dan Blok .A.3;
SWP I.B pada Blok
1.B.1, Blok I.B.2,
dan Blok I.B.3;
SWP I.C pada Blok
1.C.2; dan

SWP 1.D pada Blok
1.D.1

APBN

Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat

Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Sub-Zona Ekosistem Mangrove

1.1

1.1.1

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
L]

Penyusunan dan Penetapan Rencana
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

SWP 1.B pada
Blok 1.B.3;
SWP I.C pada
Blok I.C.3; dan
SWP LD pada
Blok I.D.1

APBD
Kabupaten

Lingkungan
Hidup

1.1.2

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati
Lainnya (dalam hal ini mangrove)

SWP L.B pada
Blok I.B.3;
SWP I.C pada
Blok I.C.3; dan
SWP 1.D pada
Blok I.D.1

APBD
Kabupaten

Lingkungan
Hidup

1.1.3

Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Keanekaragaman Hayati

SWP L.B pada
Blok I.B.3;
SWP I.C pada
Blok 1.C.3; dan

APBD
Kabupaten

Lingkungan
Hidup




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kememientn / fahae Tahap Perencanaan-2
S Lembaga yang Perangkat Perangkat R Perencanaan-1 P © TP-3 TP-4 TP-5
NO Program Utama Lokasi Menyelenggarakan Daerah Daerah q 1 2 3 4 5 6 (2030 (2035 (2040
Pendanaan o Kepentingan
Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya - - -
Pemerintahan di membidangi membidangi Y 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2042)
Bidang
e SWPILD pada
Blok I.D.1
2 Program Pengelolaan Hutan pada Sub-Zona Ekosistem Mangrove
2.1 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan
e SWPILB pada
SWE L oada © APBN; Kementerian . Lingiar e hidu
2.1.1 Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan . p. e APBD Kehutanan dan - g g p -
Blok I.C.3; dan Kabupaten Lingkungan Hid e kelautan dan
e SWPILD pada up € g up perikanan
Blok I.D.1
° ;ml: :g g.ada e Kehutanan,
Penyediaan sarana dan prasarana e SWPI.C pada * APBN; Kementerian * Lingkungan hidup
2.1.2 . e APBD Kehutanan dan - e kelautan dan -
pendukung mangrove di luar kawasan hutan Blok I.C.3; dan Kab Li Hid ik
e SWPLD pada abupaten ingkungan Hidup peri gna;n,
e pariwisata
Blok I.D.1
3 Program Perlindungan Lainnya pada Sub-Zona Ekosistem Mangrove
3.1 Pelaksanaan Pengembangan Konservasi
° ;‘gl}: ig gada e Kehutanan,
Pengembangan Konservasi dan e SWPIC p)ada * APBN; Kementerian * Lingkungan hidup
3.1.1 . e APBD Kehutanan dan e kelautan dan -
Restorasi Terumbu Karang Blok I.C.3; dan b ineku id ik
e SWPLD pada Kabupaten Lingkungan Hidup perikanan,
Blok I.D.1 e pariwisata
* E‘INI}: %g g'ada e Kehutanan,
. e APBN; Kementerian e Lingkungan hidup
Pengembangan dan Pengelolaan e SWPIC pada ’
3.1.2 Konservasi Tkan Blok 1.C.3: dan e APBD Kehutanan dan e kelautan dan -
g T Kabupaten Lingkungan Hidup perikanan,
e SWP LD pada .
Blok I.D.1 e pariwisata
e SWP LB pada e Kehutanan,
Blok I.B.3; X . e Lingkungan
313 Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi e SWPI.C pada : :ggg’ Eiﬁf{:ﬁ;ﬁzam hidup, _
o Mangrove Blok I.C.3; dan Kabupaten Linekunean Hidu e kelautan dan
e SWPILD pada P g & P perikanan,
Blok I.D.1 e  pariwisata
B Perwujudan Zona Budi Daya
a Perwujudan Zona Pertanian
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
e SWP LA pada
Blok I.A.1, dan
Blok I.A.2;
e SWPILB pada
Blok I.B.1
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung * SWPLC pada e APBN; .
X : N Blok I.C.1, Blok Kementerian .
1.1.1 Pertanian Sesuai dengan Komoditas, LC.2 e APBD Pertani - Pertanian -
Teknologi dan Spesifik Lokasi o Kabupaten ertanian
e SWPILD pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
e SWP LE pada
Blok L.LE.1 dan
Blok L.E.2
1.2 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
e SWP LA pada
121 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, gigt i:é’ dan ° :ggg’ Kementerian ~ Pertanian R
Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil e SWPLB pada Kabupaten Pertanian

Blok I.B.1




e SWPI.C pada
Blok I.C.1, Blok
1.C.2

e SWPILD pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan

e SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.LE.2

1.2.2

Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan,
Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

e SWP LA pada
Blok I.LA.1, dan
Blok L.A.2;

e SWPIB pada
Blok I.LB.1

e SWPIC pada
Blok I.C.1, Blok
1.C.2

e SWPLD pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan

e SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok I.LE.2

e APBN;
e APBD
Kabupaten

Kementerian
Pertanian

Peternakan

2.1.1

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
Pendukung Pertanian Lainnya

e SWP LA pada Blok
1.A.1, dan Blok
LA.2;

e SWP L.B pada Blok
ILB.1

e SWPI.C pada Blok
1.C.1, Blok I.C.2

e SWPILD pada

Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
e SWP LE pada
Blok L.LE.1 dan
Blok I.E.2

e APBN;
e APBD
Kabupaten

Kementerian
Pertanian

Pertanian

Penyusunan Masterplan Pengembangan
Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas
pada Sub-Zona Perkebunan

e SWP LA pada Blok
1.A.1, dan Blok
LA.2;

e SWP LB pada Blok
LB.1;

e SWP I.C pada Blok
1.C.1, Blok I.C.2;

e SWP L.D pada Blok

1.D.1 dan Blok
1.D.2; dan

e SWP LE pada Blok
L.E.1 dan Blok
LE.2

e APBN;
e APBD
Kabupaten

Kementerian
Pertanian

Pertanian

Penyusunan Masterplan Pengembangan
Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas
pada Sub-Zona Peternakan

SWP 1.D pada Blok
1.D.2

APBN;
APBD
Kabupaten

Kementerian
Pertanian

Peternakan

3.1.1

Program Penyuluhan Pertanian

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-
Zona Perkebunan

e SWP LA pada
Blok I.LA.1, dan
Blok I.A.2;

e SWPILB pada
Blok I.LB.1

APBD
Kabupaten

Pertanian




SWP I.C pada
Blok I.C.1, Blok
1.C.2

SWP 1.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan

e SWP LE pada
Blok L.LE.1 dan
Blok L.LE.2
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan e APBN; .
3.1.2 Pragarana Penyuluhan Pertanian pada Sub- Swp L]i)]}))ana Blok e APBD K;ment;nan - Peternakan -
.D. ertanian
Zona Peternakan Kabupaten
4 Program Pemenuhan RTH Privat pada Zona Pertanian
a1 Konsplidasi lahan untuk penyediaan RTH SWP 1.D pada Blok : iggg' Kement(?rian ~ Peternakan _
publik pada Sub-Zona Peternakan 1.D.2 K Pertanian
abupaten
b. Perwujudan Zona Perikanan
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1.1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
111 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan SWP LA pada Blok : iggg’ g;?zgz%zr; KelaL.ltan dan ~ _
Tangkap 1.A3 . B Perikanan
Provinsi Perikanan
1.2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
121 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat SWP I.A pada Blok :ggg’ I? elmenter(iian Kelautan dan
- Pelelangan Ikan (TPI) 1.A.3 - < al.ltan an Perikanan - -
Provinsi Perikanan
2 Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya
2.1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
e SWPILB pada
2.1.1 Penyediaan data dan informasi Blok I.B.3; dan APBD ~ ~ Kelautan dan ~
o pembudidayaan ikan e SWPI.C pada Kabupaten Perikanan
Blok I.C.3
e SWP LB pada
2.1.2 Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan R 3‘1;,1; i?:i:ag:n Kaﬁlplga].)ten - - Kg:rlillt{zrr‘l;ﬁn -
Blok I.C.3
e SWP LB pada
2.1.3 Penjaminan ketersediaan sarana Blok I1.B.3; dan APBD _ _ Kelautan dan _
o pembudidayaan ikan e SWPI.C pada Kabupaten Perikanan
Blok I.C.3
e SWPIB pada
214 Pembinaan dan pemantauan Blok I.B.3; dan APBD ~ ~ Kelautan dan ~
o pembudidayaan ikan e SWPI.C pada Kabupaten Perikanan
Blok I.C.3
Pengembangan, pemanfaatan dan * SWPLB pada
2.1.5 perlindungan la’han untuk pembudidayaan Blok 1.B.3; dan APBD - - Kelal}tan dan -
o ikan e SWPI.C pada Kabupaten Perikanan
Blok I.C.3
e SWP LB pada
2.1.6 Pengembangan pemanfaatan air untuk Blok I1.B.3; dan APBD _ ~ Kelautan dan _
o pembudidyaaan ikan e SWPIC pada Kabupaten Perikanan
Blok I.C.3
. . e SWP LB pada
2.1.7 igﬁ;ﬁiﬁ;:ézi&?;;;iigﬁ xg:leilel\;camatan Blok L.B.3; dan APBD - - Kelautan dan -
o dan d e SWPI.C pada Kabupaten Perikanan
an desa
Blok I.C.3
e SWPILB pada
2.1.8 Pengembangan kapasitas kelembagaan R 2‘1;1; i'g'f’;gzn APBD _ _ Kelautan dan _
o nelayan di kecamatan dan desa : Kabupaten Perikanan

Blok I.C.3




® Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
1.1 Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil, dan pedesaan
Pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik SWP I.D pada Blok | e APBN .
111 Tenaga Diesel (PLTD) i I.[};.l e Swasta Kementerian ESDM 3 3 PLN
112 Pengembangan, pemeliharaan,_ dan SWP I.D pada Blok e APBN Kementerian ESDM _ _ PLN
peningkatan pelayanan gardu induk 1.D.1 e Swasta
2 Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
2.1 Penyediaan RTH Privat
e Pekerjaan
Penyediaan RTH privat pada Zona * APBN Umum dan
2.1.1 Penf‘,bangkitan Te}leaga Lli)strik minimal Swp I.]ID]g)alda Blok * QPSD Kementerian ESDM - Penata'an PLN
sebesar 10% dari luas persil T abupaten R}lang,
e Swasta e Lingkungan
Hidup
Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri
1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri
1.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
e SWPI.C pada
Blok I.C.2
Penyusunan Rencana Pembangunan * SWPLD pada APBD . .
111 Industri Kabupaten/Kota Blok I.D.1 dan Kabupaten - - Perindustrian -
Blok I.D.2; dan
e SWP LE pada
Blok LE.1
e SWPI.C pada
Blok I.C.2
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan e SWPILD pada APBD
1.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Blok I.D.1 dan Kabupaten - - Perindustrian -
Industri Blok I.D.2; dan
e SWP LE pada
Blok L.E.1
1.2 Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Peruntukan Industri
e SWPI.C pada
Blok I.C.2
. P e SWPILD pada
1.2.1 p‘?lnge‘;ld‘a;;“}‘, df‘(n tPe“gﬁ‘”asan Industri di Blok 1D.1 dan " QPBDt - - Perindustrian -
wilayal erkotaan Maumere Blok 1.D.2; dan abupaten
e SWP LE pada
Blok L.E.1
2 Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri
2.1 Penyediaan RTH Privat
e SWPI.C pada .
Blok I.C.2 * porerjaan
Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona e SWPILD pada APBD Penataan
2.1.1 Kawasan Peruntukan Industri minimal Blok I.D.1 dan - - -
o N A . Kabupaten Ruan
sebesar 10% dari luas persil Blok I.D.2; dan o Lingkungan
e SWP LE pada Hidup
Blok LE.1
@ Perwujudan Zona Pariwisata
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata pada Sub-Zona Pariwisata
1.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota
e SWP LA pada
Blok I.A.1; . .
111 Penetapan Daya Tarik Wisata e SWPIB pada * APBN; Ke.m enterian -
1. e APBD Pariwisata dan - Pariwisata -
Kabupaten/Kota Blok 1.B.3; Kabupaten Ekonomi Kreatif
e SWPIC pada
Blok I.C.3;




SWP 1.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok 1.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok .LE.2

1.1.2

Perencanaan Pengembangan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota

SWP 1.A pada
Blok I.A.1;
SWP LB pada
Blok I.B.3;
SWP 1.C pada
Blok I.C.3;
SWP 1.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok L.LE.1 dan
Blok LE.2

APBN;
APBD
Kabupaten

Kementerian
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pariwisata

1.1.3

Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota

SWP I.A pada
Blok I.A.1;
SWP 1.B pada
Blok I.B.3;
SWP I.C pada
Blok I.C.3;
SWP 1.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.LE.2

APBN;
APBD
Kabupaten

Kementerian
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pariwisata

1.1.4

Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

SWP LA pada
Blok L.A.1;
SWP 1.B pada
Blok I.B.3;
SWP I.C pada
Blok I.C.3;
SWP 1.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok I.LE.2

APBN;
APBD
Kabupaten

Kementerian
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pariwisata

1.1.5

Penetapan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

SWP I.A pada
Blok L.A.1;
SWP 1.B pada
Blok I.B.3;
SWP I.C pada
Blok I.C.3;
SWP 1.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.LE.2

APBN;
APBD
Kabupaten

Kementerian
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pariwisata

1.1.6

Perencanaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

SWP I.A pada
Blok I.A.1;
SWP 1.B pada
Blok I.B.3;
SWP I.C pada
Blok 1.C.3;
SWP L.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan

APBN;
APBD
Kabupaten

Kementerian
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pariwisata




e SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan

Blok L.E.2

Program Pengembangan Sumbern Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati

APBN;

f pada Sub-Zona Pariwisata

Kementerian

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata WP Perkotaan L -
2.1.1 . e e APBD Pariwisata dan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Maumere Kabupaten Ekonomi Kreatif
e . e APBN; Kementerian
2.1.2 Fasilitasi Pengemba.ngan Kompe'tenm . WP Perkotaan e APBD Pariwisata dan Pariwisata
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Maumere . .
Kabupaten Ekonomi Kreatif
8 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada Sub-Zona Pariwisata
WP Perkotaan e APBN; Kementerian
3.1.1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya e APBD Pendidikan dan Pariwisata
Maumere
Kabupaten Kebudayaan
WP Perkotaan e APBN; Kementerian
3.1.2 Penetapan Cagar Budaya ero e APBD Pendidikan dan Pariwisata
Maumere
Kabupaten Kebudayaan
4 Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Pariwisata
4.1
e SWPILA pada
Blok I.A.1;
e SWPILB pada .
Blok 1.B.3; pekerjaan
e SWPI.C pada X .
Penyediaan RTH privat pada Zona Pariwisata Blok I.C.3; ° APBN; Ke.m (.Entenan Penataan
4.1.1 L . . e APBD Pariwisata dan Ruang,
minimal sebesar 20% dari luas persil e SWP LD pada . . .
Kabupaten Ekonomi Kreatif Lingkungan
Blok I.D.1 dan Hidu
Blok 1.D.2; dan ot
e SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.LE.2
f Perwujudan Zona Perumahan
f.1 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
1 Program Pengembangan Perumahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian SWP LB pada Blok APBD Perumahan dan
1.1.1 Pembangunan dan Pengembangan - kawasan
1LB.2 Kabupaten .
Perumahan permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Perumahan dan
1.1.2 Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha SWP I.B pada Blok APBD ~ kawasan
o (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun 1LB.2 Kabupaten S
permukiman
Umum
2 Program Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian SWP LB pada Blok APBD Perumahan dan
2.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan LB.2 Kabupaten - kawasan
Permukiman dan Permukiman Kumuh o P permukiman
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan SWP 1.B pada Blok APBD Perumahan dan
2.2.1 . - kawasan
dan Permukiman Kumuh 1.B.2 Kabupaten .
permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendghan SWP LB pada Blok APBD Perumahan dan
2.3.1 Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan - kawasan
. 1.B.2 Kabupaten :
Permukiman Kumuh permukiman




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kemen (sl fahan Tahap Perencanaan-2
Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat ReeraEls Perencanaan-1 P TP-3 TP-4 TP-5
NO Program Utama Lokasi Menyelenggarakan Daerah Daerah . 1 2 3 4 5 6 (2030 (2035 (2040
Pendanaan o Kepentingan
Urusan Provinsi yang Kabupaten yang Lainnya - - -
Pemerintahan di membidangi membidangi Y 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034) 2039) 2042)
Bidang
P R Tapak (Site Plan) d
enyusunan Rencana Tapalk (Site Plan) dan SWP 1B pada Blok APBD Perumahan dan
2.3.2 Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ - - kawasan -
. 1.B.2 Kabupaten R
Pemugaran Permukiman Kumuh permukiman
) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
3.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk
P han Terhadap Tumbuh d
enceganan teruacap tumbuih can. - SWP 1.B pada Blok APBD Perumahan dan
3.1.1 Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar - - kawasan -
. 1.B.2 Kabupaten R
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas permukiman
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Perumahan dan
3.1.2 Huni Beserta PSU di Luar Kawasan SWP I.B pada Blok APBD R ~ kawasan R
o Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1.B.2 Kabupaten .
permukiman
10 (Sepuluh) Ha
4 Program Peningkatan pada PSU Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
4.1 Urusan Penyediaan PSU Perumahan
Perumahan dan
4.1.1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan SWP 1B pada Blok APBD - - kawasan -
1.B.2 Kabupaten R
permukiman
P di P S dan Utilit
enyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas SWP LB pada Blok APBD Perumahan dan
4.1.2 Umum di Perumahan untuk Menunjang - - kawasan -
; ; 1.B.2 Kabupaten .
Fungsi Hunian permukiman
5 Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
5,0 Penyediaan RTH Privat
P di RTH privat pada Z P ah;
enyediaan prvat paca Zona Ferumanan | qwp 1B pada Blok APBD Perumahan dan
5.1.1 minimal sebesar 10% dari luas persil pada 1B.2 Kabupaten - - kawasan -
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi o P permukiman
2 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
1 Program Pengembangan Perumahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
e SWPIA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
LA.3;
e SWP I.B pada Blok
1.B.2, dan Blok
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 1.B.3; APBD Perumahan dan
1.1.1 Pembangunan dan Pengembangan o SWP I.C pada Blok Kabupaten - - kawasan -
Perumahan 1.C.2 dan Blok up permukiman
1.C.3;
e SWP 1.D pada Blok
1.D.2; dan
e SWP LE pada blok
1.E.1 dan Blok
LE.2.
e SWP LA pada Blok
I.A.1, Blok I.A.2,
dan Blok .A.3;
e SWP I.B pada Blok
1.B.2, dan Blok
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama 1.B.3; Perumahan dan
112 Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha o SWP I.C pada Blok APBD _ _ Kawasan _
o (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun 1.C.2 dan Blok Kabupaten was
permukiman

Umum

1.C.3;

SWP L.D pada Blok

1.D.2; dan

e SWP LE pada blok
1.E.1 dan Blok
LE.2.




_ Program Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang

2.1.1

2.2.1

2.3.1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Permukiman Kumuh

Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan
dan Permukiman Kumuh

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh

e SWP I.A pada Blok
1.A.1, Blok L.A.2,
dan Blok .A.3;

e SWP I.B pada Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

e SWP I.C pada Blok
1.C.2 dan Blok
1.C.3;

e SWP 1.D pada Blok
1.D.2; dan

e SWP L.E pada blok
I.E.1 dan Blok
LE.2.

e SWP I.A pada Blok
1.A.1, Blok LA.2,
dan Blok [.A.3;

e SWP 1.B pada Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

e SWP I.C pada Blok
1.C.2 dan Blok
1.C.3;

e SWP 1.D pada Blok
1.D.2; dan

e SWP L.E pada blok
I.E.1 dan Blok
LE.2.

o SWP I.A pada Blok
I.A.1, Blok L.A.2,
dan Blok [.A.3;

e SWP I.B pada Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

e SWP I.C pada Blok
1.C.2 dan Blok
1.C.3;

e SWP 1.D pada Blok
1.D.2; dan

e SWP L.E pada blok
I.LE.1 dan Blok
LE.2.

APBD
Kabupaten

APBD
Kabupaten

APBD
Kabupaten

Perumahan dan
kawasan
permukiman

Perumahan dan
kawasan
permukiman

Perumahan dan
kawasan
permukiman

2.3.2

Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan
Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran Permukiman
Kumuh

o SWP I.A pada Blok
1.A.1, Blok .A.2,
dan Blok L.A.3;

e SWP 1.B pada Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

e SWP I.C pada Blok
1.C.2 dan Blok
1.C.3;

e SWP 1.D pada Blok
1.D.2; dan

e SWP L.E pada blok
I.LE.1 dan Blok
LE.2.

APBD
Kabupaten

Perumahan dan
kawasan
permukiman




Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang

e SWP I.A pada Blok

1.A.1, Blok L.A.2,

dan Blok .A.3;

e SWP I.B pada Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk

Pencegahan Terhadap ’I‘L{.mbuh dan ) « SWP L.C pada Blok APBD Perumahan dan
3.1.1 Berkembangnya Permukiman Kumuh di - - kawasan -
. 1.C.2 dan Blok Kabupaten .
Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan LC.3: permukiman
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha  SWP LD pada Blok
1.D.2; dan

o SWP L.E pada blok
I.E.1 dan Blok
LE.2.

e SWP I.A pada Blok
1.A.1, Blok L.A.2,
dan Blok .A.3;

e SWP I.B pada Blok
1.B.2, dan Blok

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak 1.B.3;

3.1.2 Huni Beserta PSU di Luar Kawasan e SWP I.C pada Blok APBD _ _ Perl:{l:;i::ndan -

o Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 1.C.2 dan Blok Kabupaten .

10 (Sepuluh) Ha LC.3; permukiman

e SWP I.D pada Blok
1.D.2; dan

e SWP L.E pada blok
L.E.1 dan Blok
LE.2.

4 Program Peningkatan pada PSU Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang

e SWP I.A pada Blok
LA.1, Blok LA.2,
dan Blok .A.3;
SWP 1.B pada Blok
1.B.2, dan Blok
L.B.3; Perumahan dan
4.1.1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan SWP .C pada Blok APBD - - kawasan -
o 1.C.2 dan Blok Kabupaten .
L.C.3; permukiman
SWP 1.D pada Blok
1.D.2; dan
SWP L.E pada blok
1.E.1 dan Blok
LE.2.
SWP I.A pada Blok
LA.1, Blok LA.2,
dan Blok .A.3;
SWP 1.B pada Blok
1.B.2, dan Blok

. - 1.B.3;
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas SWP L.C pada Blok APBD Perumahan dan

4.1.2 Umum di Perumahan untuk Menunjang - - kawasan -

Fungsi Hunian ig :2,’ .dan Blok Kabupaten permukiman

SWP 1.D pada Blok
1.D.2; dan

SWP LE pada blok
1L.E.1 dan Blok
LE.2.




Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang

Penyediaan RTH Privat

Penyediaan RTH privat pada Zona
Perumahan minimal sebesar 10% dari luas
persil pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan
Sedang

o SWP I.A pada Blok
1.A.1, Blok LA.2,
dan Blok .A.3;

o SWP 1.B pada Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

o SWP I.C pada Blok
1.C.2 dan Blok
1.C.3;

e SWP 1.D pada Blok
1.D.2; dan

o SWP L.E pada blok
L.LE.1 dan Blok
LE.2.

APBD
Kabupaten

Perumahan dan
kawasan
permukiman

Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah

Program Pengembangan Perumahan pada Sub-

Zona Perumahan Kepadatan Rendah

1.1

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembang

an Perumahan

1.1.1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan

e SWP LA pada Blok
1.A.1, Blok LA.2,
dan Blok I.A.3;

e SWP 1.B pada Blok
1.B.1, Blok I.B.2,

o SWP I.C pada Blok
1.C.1 dan Blok
1.C.2;

e SWP I.D pada Blok
1.D.1; dan

o SWP L.E pada blok
1.E.1 dan Blok
LE.2.

APBD
Kabupaten

Perumahan dan
kawasan
permukiman

1.1.2

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha
(KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun
Umum

o SWP I.A pada Blok
LA.1, Blok LA.2,
dan Blok .A.3;

e SWP I.B pada Blok
I.B.1, Blok 1.B.2,

o SWP I.C pada Blok
1.C.1 dan Blok
1.C.2;

e SWP 1.D pada Blok
1.D.1; dan

e SWP L.E pada blok
I.E.1 dan Blok
LE.2.

APBD
Kabupaten

Perumahan dan
kawasan
permukiman

2.1.1

Program Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman

e SWP I.A pada Blok
1.A.1, Blok LA.2,
dan Blok .A.3;

e SWP 1.B pada Blok
1.B.1, Blok 1.B.2,

o SWP I.C pada Blok
1.C.1 dan Blok
1.C.2;

e SWP 1.D pada Blok
1.D.1; dan

e SWP LE pada blok
I.E.1 dan Blok

LE.2.

Rendah

APBD
Kabupaten

Perumahan dan
kawasan
permukiman




e SWP I.A pada Blok

1.A.1, Blok L.A.2,

dan Blok [.A.3;

e SWP I.B pada Blok
1.B.1, Blok I.B.2,

e SWP I.C pada Blok

Perumahan dan

3.1.1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.C.1 dan Blok KaII:EBBcen - kawasan -
1.C.2; p permukiman
e SWP I.D pada Blok
1.D.1; dan
e SWP L.E pada blok
L.E.1 dan Blok
LE.2.
e SWP I.A pada Blok
I.A.1, Blok L.A.2,
dan Blok [.A.3;
e SWP I.B pada Blok
I.B.1, Blok I.B.2,
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas o SWP I.C pada Blok APBD Perumahan dan
3.1.2 Umum di Perumahan untuk Menunjang 1.C.1 dan Blok Kabupaten - kawasan -
Fungsi Hunian 1.C.2; P permukiman
e SWP 1.D pada Blok
1.D.1; dan
e SWP L.E pada blok
I.E.1 dan Blok
LE.2.
5 Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah
5.1 Penyediaan RTH Privat
e SWP I.A pada Blok
1.A.1, Blok L.A.2,
dan Blok .A.3;
e SWP I.B pada Blok
. . L.B.1, Blok 1.B.2,
genyedma.n RTH. privat pada Zorola . e SWP I.C pada Blok Perumahan dan
5.1.1 eru'mahan minimal sebesar 10% dari luas LC.1 dan Blok APBD ~ kawasan ~
persil pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan LC.2: Kabupaten ki
Rendah .C.2; permukiman
e SWP 1.D pada Blok
1.D.1; dan
e SWP L.E pada blok
L.LE.1 dan Blok
LE.2.
g1 Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kota
1 Program Peningkatan Psarasana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kota
1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
11 Penyedia'a_H Prasarana, Sarana, dan .Utilitas SWP LB pada Blok e APBN; ° E::;ehr;t;r;fn Kesehatan,
1. Umum di Perumahan untuk Menunjang e APBD X i -
. . 1.B.2 dan Blok I.B.3 e Kementerian Pendidikan
Fungsi Hunian Kabupaten P e
endidikan
Penyediaan Tenaga Listrik untuk SWP 1.B pada Blok e APBN; .
121 Masyarakat LB.2 dan Blok .LB.3 | e Swasta Kementerian BUMN - PLN
2 Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala Kota
e APBN: e Kementerian
211 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan SWP 1.B pada Blok . APBD’ Kesehatan, Kesehatan, _
o (SPU Skala Kota) 1.B.2 dan Blok I.B.3 e Kementerian Pendidikan
Kabupaten o
Pendidikan
: e APBN: e Kementerian
2.1.2 Pengembangan SPU Skala Kota sesuai SWP 1.B pada Blok . APBD’ Kesehatan, Kesehatan, _
o kebutuhan 1.B.2 dan Blok I.B.3 Kabupaten e Kementerian Pendidikan

Pendidikan




Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona SPU Skala Kota

Penyediaan RTH Privat

3.1.1

Penyediaan RTH privat pada Zona Sarana
Pelayanan Umum minimal sebesar 20% dari
luas persil

SWP 1.B pada Blok
1.B.2 dan Blok I.B.3

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang,
Lingkungan Hidup|

g.2

Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum pada Sub-Zona SPU Skala

Kecamatan

Program Peningkatan Psarasana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan

1.1

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

1.1.1

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian

e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A3;

e SWPILB pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

e SWPI.C pada
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3;

e SWPILD pada
Blok I.D.1 dan
Blok 1.D.2; dan

e SWPLE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.LE.2.

e APBN;
e APBD
Kabupaten

e Kementerian

Kesehatan,

e Kementerian

Pendidikan

e Kesehatan,
e Pendidikan

1.2.1

Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Masyarakat

e SWPILA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A.3;

e SWPILB pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

e SWPI.C pada
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3;

e SWPID pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan

e SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.LE.2.

e APBN;
e APBD
Kabupaten

Kementerian BUMN

PLN

2.1.1

Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU

Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
(SPU Skala Kecamatan)

ada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan

e SWPIA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1A.3;

e SWPILB pada
Blok 1.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

e SWPI.C pada
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3;

e SWP LD pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan

e SWP LE pada
Blok I.E.1 dan
Blok L.LE.2.

e APBN;
e APBD
Kabupaten

o Kementerian
Kesehatan,

e Kementerian
Pendidikan

o Kesehatan,
e Pendidikan




SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A.3;

e SWPIB pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

e SWPIC pada
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3;

e SWP LD pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan

e SWP LE pada

Blok I.LE.1 dan

Blok L.E.2.

Pengembangan SPU Skala Kecamatan sesuai
kebutuhan

e APBN;
e APBD
Kabupaten

e Kementerian
Kesehatan,

o Kementerian
Pendidikan

o Kesehatan,
e Pendidikan

Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan

3.1

Penyediaan RTH Privat

3.1.1

e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A.3;

e SWPILB pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok

Penyediaan RTH privat pada Zona Sarana 1.B.3;

Pelayanan Umum minimal sebesar 20% dari e SWPI.C pada

luas persil Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3;

e SWPILD pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan

e SWPLE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2.

APBD
Kabupaten

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang,

e Lingkungan
Hidup

g.3

Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum pada Sub-Zona SPU Skala

Kelurahan

1.1.1

Program Peningkatan Psarasana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan

SWP LA pada
Blok I.A.3;
e SWPILB pada
Blok 1.B.2;
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas e SWPI.C pada
Umum di Perumahan untuk Menunjang Blok I1.C.3;
Fungsi Hunian e SWPILD pada
Blok I.D.1; dan
e SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok LE.2.

APBD
Kabupaten

Perumahan dan
kawasan
permukiman

1.2.1

e SWPILA pada
Blok I.A.3,

e SWPILB pada
Blok I.B.2;

e SWPIC pada
Blok I.C.3;

e SWP LD pada
Blok I.D.1; dan

e SWPLE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2.

Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Masyarakat

e APBN;
e APBD
Kabupaten

Kementerian BUMN

PLN




Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
(SPU Skala Kelurahan)

SWP LA pada
Blok I.A.3,
SWP 1.B pada
Blok I.B.2;
SWP I.C pada
Blok I.C.3;
SWP L.D pada
Blok I.D.1; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2.

APBN;
APBD
Provinsi;
APBD
Kabupaten

Kementerian
Kesehatan,
Kementerian
Pendidikan

Pendidikan

Kesehatan,
Pendidikan

2.1.2

Pengembangan SPU Skala Kelurahan sesuai
kebutuhan

SWP LA pada
Blok .A.3,
SWP 1.B pada
Blok 1.B.2;
SWP I.C pada
Blok I.C.3;
SWP L.D pada
Blok I.D.1; dan
SWP L.E pada
Blok L.LE.1 dan
Blok L.E.2.

APBN;
APBD
Provinsi;
APBD
Kabupaten

Kementerian
Kesehatan,
Kementerian
Pendidikan

Pendidikan

Kesehatan,
Pendidikan

Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona

SPU Skala Kelurahan

Penyediaan RTH Privat

Penyediaan RTH privat pada Zona Sarana
Pelayanan Umum minimal sebesar 20% dari
luas persil

SWP LA pada
Blok I.A.3,
SWP 1.B pada
Blok I.B.2;
SWP I.C pada
Blok I.C.3;
SWP L.D pada
Blok I.D.1; dan
SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2.

APBD
Kabupaten

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang,
Lingkungan
Hidup

Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa

h.1

Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

1.1

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1.1.1

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

SWP LA pada
Blok [.A.3;
SWP 1.B pada
Blok [.B.2; dan
SWP I.C pada
Blok I.C.3

APBD
Kabupaten

Perdagangan

1.1.2

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

SWP LA pada
Blok I.A.3;
SWP I.B pada
Blok I.B.2; dan
SWP I.C pada
Blok I.C.3

APBD
Kabupaten

Perdagangan

Penyusunan studi/kajian penataan zona
perdagangan dan jasa di sepanjang koridor
jalan arteri primer

SWP LA pada
Blok I.A.3;
SWP 1.B pada
Blok I.B.2; dan
SWP I.C pada
Blok I.C.3

APBD
Kabupaten

Perdagangan




SWP LA pada

Blok I.A.3;
Pengaturan lokasi kegiatan perdagangan dan | e SWP LB pada APBD
1.1.4 jalsag & P gang Blok I.B.S; dan Kabupaten Perdagangan
e SWPI.C pada
Blok I.C.3
2 Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
2.1 Penyediaan RTH Privat
e SWPIA pada
Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Blok LA.3;
. e SWPILB pada APBD
2.1.1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota minimal N Perdagangan
sebesar 20% dari luas persil Blok 1.B.2; dan Kabupaten
e SWPI.C pada
Blok I.C.3
h.2 Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
e SWPILA pada
. TR Blok I.A.3; dan APBD
1.1.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan e SWPLB pada Kabupaten Perdagangan
Blok I1.B.2
e SWP LA pada
112 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Blok I.A.3; dan APBD Perdagangan
o Perdagangan e SWPILB pada Kabupaten gang;
Blok 1.B.2
Penyusunan studi/kajian penataan zona e SWPIA p.ada
1.1.3 perdagangan dan jasa di sepanjang koridor Blok 1.A.3; dan APBD Perdagangan
. S e SWPIB pada Kabupaten
jalan arteri primer Blok ILB.2
e SWPIA pada
Pengaturan lokasi kegiatan perdagangan dan Blok I.A.3; dan APBD
114 jasag & P sane e SWPILB pada Kabupaten Perdagangan
Blok 1.B.2
2 Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
2.1 Penyediaan RTH Privat
Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona * S;NE LAp 'ada
2.1.1 Perdagangan dan Jasa Skala WP minimal Blok LA.3; ga.n %PBD Perdagangan
sebesar 20% dari luas persil * ]SBYJP LB pada Kabupaten
ok I.B.2
h.3 Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A3;
e SWPILB pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;
1.1.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan * E;ZE %;8_119?%?01{ Kaﬁgls?ten Perdagangan

1.C.2, dan Blok
1.C.3;

SWP I.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok L.LE.1 dan
Blok I.LE.2




1.1.2

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A.3;

SWP I.B pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

SWP 1.C pada
Blok I.C.1, Blok
1.C.2, dan Blok
1.C.3;

SWP L.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2

APBD
Kabupaten

Perdagangan

1.1.3

Penyusunan studi/kajian penataan zona
perdagangan dan jasa di sepanjang koridor
jalan arteri primer

SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A3;

SWP 1.B pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

SWP I.C pada
Blok I.C.1, Blok
1.C.2, dan Blok
1.C.3;

SWP 1.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok I.LE.2

APBD
Kabupaten

Perdagangan

1.1.4

Pengaturan lokasi kegiatan perdagangan dan
jaa

SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1.A.3;

SWP 1.B pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

SWP I.C pada
Blok I.C.1, Blok
1.C.2, dan Blok
1.C.3;

SWP 1.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok 1.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2

APBD
Kabupaten

Perdagangan

Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP

2.1

Penyediaan RTH Privat

2.1.1

Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona
Perdagangan dan Jasa Skala SWP minimal
sebesar 20% dari luas persil

SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
1.A.2, dan Blok
1A.3;

SWP 1.B pada
Blok I.B.1,

APBD
Kabupaten

Perdagangan




Blok I.B.2, dan
Blok I.B.3;
SWP I.C pada
Blok I.C.1, Blok
1.C.2, dan Blok
1.C.3;

SWP L.D pada
Blok I.D.1 dan
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.LE.2

Perwujudan Zona Perkantoran

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran

1.1

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1.1

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

SWP LA pada
Blok I.A.1 dan
Blok I.A.3;
SWP 1.B pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

SWP I.C pada
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3;
SWP L.D pada
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok L.LE.1 dan
Blok L.E.2

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten

1.1.2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

SWP LA pada
Blok I.A.1 dan
Blok I.A.3;
SWP 1.B pada
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

SWP I.C pada
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3;
SWP L.D pada
Blok I.D.2; dan
SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten

1.1.3

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

SWP LA pada
Blok I.A.1 dan
Blok [.A.3;
SWP 1.B pada
Blok 1.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
1.B.3;

SWP I.C pada
Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3;
SWP L.D pada
Blok I.D.2; dan
SWP L.E pada
Blok I.LE.1 dan
Blok I.LE.2

APBD
Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten




Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Perkantoran

Penyediaan RTH Privat

e SWP LA pada
Blok I.A.1 dan
Blok I.A.3;
e SWPIB pada
Blok 1.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
Penyediaan RTH privat pada Zona 1.B.3; .
2.1.1 PerlZantoran miniI:'nal seI}JJesar 10% dari luas e SWPI.C pada Kaﬁﬁlsz]a:’ten - - Llngli{;?pgan
persil Blok I.C.2 dan
Blok I.C.3;
e SWP LD pada
Blok I.D.2; dan
e SWP LE pada
Blok I.LE.1 dan
Blok L.E.2
j Perwujudan Zona Transportasi
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub-Zona Transportasi
1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
e SWP LA pada
Blok [.A.1;
e SWPIB pada
1.1.1 ?zﬁi??aﬁ?ilggsmana dan prasarana Blok LB.E dan Kaﬁglszen - Perhubungan -
Blok [.B.3; dan
e SWPI.C pada
Blok I.C.3
e SWPILA pada
Blok [.A.1;
Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal ¢ SWPLBpada APBD
112 (fasilitas utama dan pendukung) Blok 1.B.2 dan Kabupaten - Perhubungan -
Blok [.B.3; dan
e SWPI.C pada
Blok I.C.3
e SWP LA pada
Blok I.A.1;
. . e SWPIB pada
1.1.3 g:ﬁ:iiﬁ%;‘;pasms SDM pengelola Blok 1.B.2 dan Kaﬁﬁ‘szen - Perhubungan _
Blok 1.B.3; dan
e SWPI.C pada
Blok I.C.3
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Pelabuhan
Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Maumere/Lorens
1.1.4 Provinsi . . Say terdapat di APBN - Perhubungan -
ovinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan SWP L.C pada Blok
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . 1C.3
Pelabuhan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Maumere/Lorens
1.1.5 Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Say terdapat di APBN - Perhubungan -
Kewenangan Provinsi SWP I.C pada Blok
1.C.3
2 Program Pengelolaan Penerbangan pada Sub-Zona Transportasi
2.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Penyediaan sarana dan prasarana bandar SWP I.A pada Blok *APBN Kementerian
2.1.1 . e APBD Perhubungan -
udara pengumpul skala pelayanan tersier 1.A.1 dan Provinsi Perhubungan




Pengelolaan bandar udara pengumpul skala

SWP LA pada Blok

e APBN

Kementerian

212 pelayanan tersier 1.A.1 dan .QEBP . Perhubungan Perhubungan :
'ovinsi
3 Program Pengelolaan Pelayaran pada Sub-Zona Transportasi
3.1 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
31.1 Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan SWP I.C pada Blok :ggg Kementerian Perhubungan B
pengumpul 1.B.3 . Perhubungan
Provinsi
3.1.2 Pengawasan pengoperasian pelabuhan SWP I.C pada Blok :ﬁggg Kementerian Perhubungan B
pengumpul 1.B.3 o Perhubungan
Provinsi
313 Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan SWP 1.C pada Blok :ﬁggg Kementerian Perhubungan B
o pelabuhan pengumpul 1.B.3 Provinsi Perhubungan
ovinsi
. s L .
3.1.4 Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan SWP I.(Il geéda Blok .ﬁggg li(er;negtenan B Perhubungan
pengumpan .C. Kabupaten erhubungan
3.1.5 Pengawasan pengoperasian pelabuhan SWP I.(IJ gasda Blok .:ggg lf‘{er;'llegterian B Perhubungan
pengumpan .C. Kabupaten erhubungan
o APBN .
Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan SWP 1.C pada Blok * Kementerian
3.1.6 pelabuhan pengumpan 1.C.3 *APBD Perhubungan - Perhubungan
Kabupaten
4 Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Transportasi
4.1 Penyediaan RTH Privat
e SWP LA pada
Blok L.A.1;
Penyediaan RTH privat pada Zona e SWP I.B pada APBD
4.1.1 Transportasi minimal sebesar 10% dari luas Blok I.B.2 dan Kabupaten - - Perhubungan
persil Blok I.B.3; dan P
e SWPI.C pada
Blok I.C.3
k Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan
1 Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
1.1 Pengembangan dan Pengendalian Sarana Prasarana
e Kodim
1603 /Sikka
terdapat di SWP
I.A pada Blok
LA.1;
e Koramil 1603-
01/Alok terdapat
di SWP LA pada
Blok I.A.3;
e Mako Lanal
Maumere
111 Pengembangan sarana prasarana terdapat di SWP APBN Kementerian ~ e TNI
o pertahanan dan kemananan L.E pada Blok Pertahanan e Kepolisian

LE.2;
Perumahan
Kodim

1603/ Sikka
terdapat di SWP
I.A pada Blok
L.A.3;

Polres Sikka
terdapat di SWP
1.A pada Blok
1.A.3; dan




Polsek Alok
terdapat di SWP
1.B pada Blok
1.B.2; dan
Polsek Wuring
terdapat di SWP
1.C pada Blok
1.C.3.

1.1.2

Pengendalian dan penataan kawasan
pertahanan dan keamanan

L]

Kodim

1603/ Sikka
terdapat di SWP
I.A pada Blok
LA.1;

Koramil 1603-
01/Alok terdapat
di SWP LA pada
Blok .A.3;
Mako Lanal
Maumere
terdapat di SWP
I.E pada Blok
LE.2;
Perumahan Kodim
1603/Sikka
terdapat di SWP
I.A pada Blok
LA.3;

Polres Sikka
terdapat di SWP
I.A pada Blok
1.A.3; dan
Polsek Alok
terdapat di SWP
1.B pada Blok
1.B.2; dan
Polsek Wuring
terdapat di SWP
1.C pada Blok
1.C.3.

APBN

Kementerian
Pertahanan

e TNI
e Kepolisian

1.1.3

Sinkronisasi pemanfaatan ruang di sekitar
Zona Pertahanan dan Keamanan

Kodim

1603/ Sikka
terdapat di SWP
I.A pada Blok
LA.1;

Koramil 1603-
01/Alok terdapat
di SWP LA pada
Blok I.A.3;
Mako Lanal
Maumere
terdapat di SWP
I.E pada Blok
LE.2;
Perumahan
Kodim
1603/Sikka
terdapat di SWP
I.A pada Blok
1LA.3;
Perwakilan
Pangkalan TNI
Angkatan udara

e APBN

e APBD
Kabupaten

e APBD
Kabupaten

Kementerian
Pertahanan

e TNI

e Kepolisian

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang




El Tari Maumere
terdapat di SWP
I.A pada Blok
LA.3;

e Polres Sikka
terdapat di SWP
I.A pada Blok
1.A.3; dan
e Polsek Alok
terdapat di SWP
1.B pada Blok
1.B.2; dan
e Polsek Wuring
terdapat di SWP
1.C pada Blok
I.C.3.
2 Program Pemenuhan RTH Privat Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
2.1 Penyediaan RTH Privat
o SWP LA pada
Blok I.LA.1 dan
Blok .A.3; o TNI
Penyediaan RTH privat pada Zona e SWP L.B pada e APBN Kementerian e Kepolisian
2.1.1 Pertahanan dan Keamanan minimal sebesar Blok I.B.2; e APBD Pertahanan e Lingkungan
20% dari luas persil e SWPI.C pada Kabupaten Hidup
Blok I.C.3; dan
e SWP LE pada
Blok L.LE.2
1 Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya
1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan pada Sub-Zona Pergudangan
1.1 Penerbitan Daftar Gudang
1.1.1 Sinkronisasi pemanfaatan ruang di sekitar SWP 1.C pada Blok APBD _ Perindustrian
T lokasi pergudangan 1.C.3 Kabupaten
112 penyediaan sarana dan prasarana di sekitar SWP 1.C pada Blok APBD P(i{eqaan Umum
1. . - an Penataan
lokasi pergudangan 1.C.3 Kabupaten R
uang
2 Program RTH privat pada Sub-Zona Pergudangan
e Pekerjaan
Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona SWP L.C pada Blok APBD Penataat
2.1.1 Pergudangan minimal sebesar 10% dari luas 1C3 Kabupat - R
persil o paten uang,
e Lingkungan
Hidup
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN
2023-2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WP PERKOTAAN MAUMERE

ZONA ZONA ZONA ZONA

PEMBANG PERTAHA
ZONA ZONA PARI PERK
PERTANIAN PERIKANAN KITAN WISA ZONA PERUMAHAN ANTO AN
TENAGA TA RAN KEAMA
LISTRIK NAN
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P-3 P-4 IK-1 IK-2 PTL w R-2 R-3 R-4 KT HK
Perumahan
1 Rumah Tunggal
2 Rumah Kopel
3 Rumah Deret
4 Townhouse
5 Rumah Susun Rendah
6 Rumah Susun Sedang
7 Rumah Susun Tinggi
8 Asrama
9 Apartemen




ZONA ZONA ZONA
ZONA EKOSIS ZONA ZONA PEMBANG ZP%I;‘I* lz)cE)gé PERTAHA
PERLINDUNGAN TEM PERTANIAN PERIKANAN KITAN WISA ZONA PERUMAHAN ANTO NAN DAN
SETEMPAT MANG TENAGA TA RAN KEAMA
ROVE LISTRIK NAN
o g o )
= —
< Z
z - . g g zx .3 | %2 | .8 z
Je ze g z 3 == & ZE 28 25 E Z
q g< =] z S < k7] = ) z <
No Kegiatan = =0 5 = e a 55 S EZ Em Er.z 8 2z
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Ps EM P-3 P-4 IK-1 IK-2 PTL w R-2 R-3 R-4 KT HK
T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3,
10 Rumah Kost T4 T4 T1,T3,T4 T4 T4 T4 T4 T4 Ta
11 Panti Jompo T1,T3 T1,T3 T1,T3 I I I T1,T3 T1,T3 T1,T3 T1,T4 T1,T4 T1,T4
12 Panti Asuhan T1,T3 T1,T3 T1,T3 1 1 1 T1,T3 T1,T3 T1,T3 T1,T4 T1,T4 T1,T4
T1,T3, T1,T3 T1,T3, T1,T3 T1,T3, T1,T3 T1,T3, T1,T3
13 Guest House T4 T4 T1,T3,T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4
. T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3,
14| Pavillun T4 T4 LIS n T4 T4 T4 T4 T4 T4
15 Rumah Dinas Tl,l:Is’ T1.1:I3* T1,T3,T4 1 1 1 Tl,lazs’ Tl.l:};a' Tl,lazs’ Tl.l:};a' Tl,lazs’ Tl,l:za' 1 Tl,l:za' T1,T3,T4
6 Rumah Dinas Karyawan T1,13, | T1,T3, ) 7 . 7 T1,13, | T1,13, | T1,13, | T1,13, | T1,13, | T1,13, | T1,13,
Swasta T4 T4 P T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4
17 Rumah Dinas PNS Tl,l:};s’ TI.I:P’ T1,T3,T4 1 1 1 Tl,l:}’" Tl.l:zs' Tl,l:}’" Tl.l:zs' Tl,l:}’" Tl,l::{s' 1 T1,T3,T4
T1,T3, | T1,T3, T1,13, | T1,18, | T1,13, | T1,12, | T1,12, | T1,T2,
18 Rumah Sederhana T4 T4 T1,T3,T4 I I I T4 T4 T4 T3 T4 3,14 T3 T4
T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T2, T1,T2, T1,T2,
19 Rumah Menengah T4 T4 T1,T3,T4 I I I T4 T4 T4 T3,T4 3,74 T3,T4
T1,13, | T1,T3, T1,13, | T1,18, | T1,13, | T1,T2, | T1,12, | T1,T2,
20| Rumah Mewah T4 T4 OIGIEHA ! I ! T4 T4 14 | 18714 | T34 | T34
T1,T3, | T1,T3, T1,12, | T1,12, | T1,12,
21 Rumah Adat T1,T3 T1,T3 T4 T4 TL,T3 T3 1 1 1 T1,T3 T1,T3 T1,T3 T34 3,74 314
22 Kondominium
23 empat Rehabilitast TIT3 | T1LT3 T1.13 T8 | TiTs | miTs | T2 | TR LTS
04 Pondok Wisata/ T1,T3, T1,T3, T1T3,T4 T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3, T1,T3,
homestay T4 T4 P T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4
Perdagangan dan Jasa
Konstruksi Gedung
25 N
Perbelanjaan
Warung/Toko/Kios/Ped
26 —
agang Kaki lima
27 Pertokoan
Perdagangan eceran
28 kaki lima dan los pasar
komoditi hasil pertanian
Perdagangan eceran
29 kaki lima dan los pasar
komoditi hasil
perikanan
30 Perdagangan eceran alat
komunikasi



https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/58bf443e-7236-47f4-9ceb-b5f853ff7724
https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/58bf443e-7236-47f4-9ceb-b5f853ff7724

EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
No Kegiatan

Pusat perbelanjaan

Supermarket

Real Estat Yang Dimiliki
Sendiri Atau Disewa

Perdagangan eceran
khusus furnitur,
peralatan listrik rumah
tangga,peralatan
penerangan dan
peralatan rumah tangga
lainnya di toko

Perdagangan Eceran
{aki Lima Dan Los
Pasar Hewan Hidup

Perdagangan Eceran
Khusus Barang Dan Obat
Farmasi, Alat Kedokteran,

Perdagangan Eceran
Berbagai Macam Barang
Yang Utamanya Bukan
Makanan, Minuman Atau
Tembakau Di Toserba

Perdagangan Eceran Kaki
Lima Dan Los Pasar
Komoditi Tanaman Hias
Dan Hasil Pertanian
Lainnya

Perdagangan Eceran
Perlengkapan Pengendara
Kendaraan Bermotor

Perdagangan,Reparasi
dan Perawatan Sepeda
Motor dan Perdagangan
Suku Cadang dan
Aksesorinya

Reparasi Peralatan
Komunikasi




PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
MANGROVE
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
No Kegiatan

Penelitian dan
pengembangan ilmu
pengetahuan alam dan
ilmu teknologi dan
rekayasa

I PERIKANAN TANGKAP

Reparasi Alat-alat
Elektronik Konsumen

Jasa perawatan/
perbaikan/renovasi
barang (Reparasi
Peralatan Rumah Tangga
Dan Peralatan Rumah

Aktivitas Penyewaan
dan Sewa Guna Tanpa
Hak Opsi Alat
Transportasi

SPBU atau perdagangan
bahan bakar kendaraan
bermotor

Jasa Penyelenggara
Pertemuan,Perjalanan
Insentif,Konferensi dan

Aktivitas Pos

Aktifitas Kurir

Pendidikan Lainnya ytdl

Sewa guna usaha tanpa
hak opsi Intelektual
Properti, bukan karya
hak cipta

Aktivitas Penyedia
Gabungan Jasa
Administrasi Kantor

Aktivitas Fotokopi,
Penyiapan Dokumen
dan Aktivitas Khusus
Penunjang Kantor
Lainnya

Kegiatan Jasa
Penunjang Pencetakan

s Biro Perjalanan
Tbadah Umroh dan Haji
Khusus




1
3%

ZONA ZONA
ZONA P PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN NI KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN

Kegiatan

EKOSISTEM
MANGROVE
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

Aktivitas Penunjang

Angkutan Lainnya

B Perkemahan,
Persinggahan Karavan
dan Taman Karavan

Pendidikan Kebudayaan

.I.I e g

Aktivitas fotografi

Rumah Pijat

Bioskop/Teater Terbuka

Hotel Bintang
Hotel Melati

Konstruksi Gedung
Penginapan

Restoran

Penginapan Remaja
(Youth Hostel

Penyediaan Akomodasi
Jangka Pendek Lainnya

Aktivitas SPA (Sante Par
Aqua)




ZONA ZONA
ZONA P PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN NI KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN

PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

Aktivitas Penyedia
gabungan jasa
penunjang fasilitas

Aktivitas Jasa
Perorangan Lainnya
YTDL

Pendidikan Taman
Penitipan Anak

Penyiaran radio

Aktivitas Penyiaran Dan
Pemrograman Televisi

Jasa Penyelenggara
Event Khusus (Special
Event)

Taman rekreasi

Aktivitas Kesehatan
Hewan

Taman Konservasi Di
Luar Habitat Alami (Ex-
Situ)

Perdagangan suku
cadang dan aksesori
mobil

Perdagangan Eceran
Bahan Bakar
Minyak,Bahan Bakar
Gas (BBG),dan Liquefied
Petroleum Gas (LPG]

konstruksi bangunan
pelabuhan bukan
perikanan

Angkutan Sungai,Danau
dan Penyeberangan
untuk Barang




EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
No Kegiatan

Gudang Gas
(Penyimpanan Minyak
dan Gas Bumi)

Reparasi Mesin

Reparasai Peralatan
Elektronik dan Optik

Reparasi Peralatan
Listrik

Reparasi Alat Angkutan
Bukan Kendaraan
Bermotor

Reparasi Peralatan
Lainnya

perdagangan mobil

reparasi Mobil

pencucian dan salon
mobil

Perdagangan besar hasil
pertanian dan hewan
hidup

Perdagangan Besar
Mesin,Peralatan dan
Perlengkapannya

Aktivitas Penatu

Perantara Moneter
Lainnya

Apotik




PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
MANGROVE
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP
E

I PARIWISATA =

H
H
H

Toko Kacamata / Optik
Toko Jam

Toko Emas / Perhiasan

ZONA ZONA
ZONA PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN PEI%TO:II\‘?IAN PE;&I& o KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
No Kegiatan

. 2

Perkantoran

Kantor pemerintahan
pusat

Kantor pemerintahan
propinsi

Kantor pemerintahan
kota/kabupaten

Kantor kecamatan

Kantor kelurahan

Kantor DPRD

Kantor Bupati

Kantor Dinas Daerah

Kantor Lembaga Teknis
Daerah

B
Kantor swasta




ZONA ZONA
ZONA P PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN NI KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN

Kegiatan

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
MANGROVE
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

Kantor Kejaksaan/
Pengadilan

Kantor Lembaga
Lainnya

Kantor KUA Kecamatan

Kantor Polres,Polsek

Kantor Kodim/ Koramil

Markas Komando TNI
Angkatan Laut

Kantor Pemadam
Kebakaran

Kantor Pelyanan Pos &
Telekomunikasi

Kantor PLN

Kantor PDAM

Kantor Perbankan

Kantor Bisnis Swasta

Kantor Praktisi
Medis,Dokter Gigi &
Praktek Ahli Kesehatan




PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
MANGROVE
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
Kegiatan

Jasa Perkantoran/
Kantor Pusat
Perusahaan/ Perwakilan

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

stasiun radio swasta

instalasi militer

instalasi pemadam
kebakaran

Stasiun Telekomunikasi

Otomat (STO) T1,T3,T4 T1,T3,T4

Depo PERTAMINA

Rumah pompa T1,T3,T4

Konsultan manajemen

Konsultan aktuaria

Pengacara

Konsultan Hukum

Konsultan Teknis

Sertifikasi Profesi/
Personil

Jasa Sertifikasi




1
3%

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
MANGROVE
PERIKANAN TANGKAP
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
Kegiatan

Penterjemah

jasa penempatan tenaga
kerja

jasa penyediaan tenaga
kerja

Sarana Pelayanan Umum (tambahan pendidikan,kesehatan,olahraga,sosbud)

...I e g

Kelompok bermain

SMK Pemerintah

SMK swasta

Pendidikan keagamaan
menengah

Perguruan tinggi
pemerintah/akademi




ZONA ZONA
ZONA PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN PE‘%%‘{\?IAN PEI%%X% i KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN

Kegiatan

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
MANGROVE
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

Pendidikan tinggi swasta

Pendidikan tinggi
keagamaan

156 Pendidikan Lainr T112, | T1,T2, T1,12,
Pemerintah T3, T4 T3,T4 T3,T4
Pendidikan Bimbingan
~ ! g T1,12, | T1,T2, T1,12, | T2, | T1T2,
Belajar Dan Konseling T3T4 | T3T4 T3T4 | T314 | 1374
wasta
158 Taman Baca T1,T2, T1,T2, T1,T2, T1,T2, T1,T2,
T34 | T3,T4 1314 | T34 | 1314

T3 T4

2
IS

3 5 T1,T2, T1,T2, T1,T2, T1,T2,
Perpustakaan 3,14 1314 | 1314 | 13,14
Museum T1,T2, T1,T2, T1,T2, T1,T2, T1,T2,

T3,T4 T3,T4 T3,T4 T3,T4 T3,T4
’?:Er:lt}.l‘;:i }I{lf;g)?masi dan W, I, W, T, W,
R N T3,T4 T3,T4 T3,T4 T3,T4 T3,T4
Komunikasi Pemerintah
Pelatihan Kerja

- . . T1,T2, T1,T2, T1,T2, T1,T2,

‘Il;eknolo.g-l Ir.nformasl dan 3,74 T3,T4 3,74
omunikasi Swasta

Pelatihan Kerja

Teknologi Informasi dan T,;é”};i’ TT].’.SJ’;‘?I’ 1,;_;”,[1,%

Komunikasi Perusahaan ’ ? ’

Rumah Saki

Pemerintah

Rumah Sakit Swasta

Rumah sakit bersalin

Laboratorium kesehatan

Puskesmas




No Kegiatan

169 Puskesmas pembantu

170 Posyandu

171 Balai pengobatan

172 Pos kesehatan

173 Dokter umum

174 Dokter spesialis

175 Bidan

176 Poliklinik

177 Klinik/ Rumah sakit
Hewan

178 Rumabh sakit tipe B

179 Balai Klinik

180 Sarana Peribadatan
(Masjid,Gereja,dll)

181 Musholla

182 Tempat Billiard

183 Stadion

184 Sirkuit

ZONA
PERLINDUNGAN
SETEMPAT

PERLINDUNGAN
SETEMPAT

ZONA ZONA
o ZONA ZONA PEBANG
MANG PERTANIAN PERIKANAN ENAGA
ROVE LISTRIK
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EM P-3 P-4 IK-1 K-2 PTL

ZONA
PERK
ANTO

ZONA
PERTAHA
NAN DAN

KEAMA
NAN

PERKANTORAN

PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

ZONA
PARI
TR ZONA PERUMAHAN
TA
= z
2,2 2
e | 2 | 28 | =235
< z Z 0 I &
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5 S< Sz SZ
5 = 28 28
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w R-2 R-3 R-4
1 1 1
T2,T3 | T2,18 | T2T3 | T2,T3 | T2,13 | T2,T3 1 I 1
T3 1 1 1
T2,T3 | T2,13 | T2T3 | T2,T3 | T2,13 | T2T3 | T2,T3 | T2T3 | T2,T3
T3 T2,13 | T2,T3 | T2, 13 | T2,13 | T2, 13 [ T2,T3 | T2, 13 | T2,13 | T2,13
T3 T2,T3 | T2,13 | T2T3 | T2, T3 | T2,13 | T2T3 | T2,T3 | T218 | T2,T3
T2,13 | T2,T3 | T213 | T2,T3 | T2, 13 [ T2, T3 | T2, 13 | T2,T3 | T2,13
T3
1 I 1
T3 1 1 1
LG,
T4
T1,T3
T1,T3

T1,T3

5

T1,T3

T3

HK

T2,T3

T1,T2,T3

T1,T2,T3

T1,T2,T3

T1,T2,T3

T1,T2,T3

T3

T1,T3



EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
No Kegiatan

Gelanggang olah raga

I PARIWISATA =

H
H
H

Kolam Renang

Fasilitas Lapangan

Lapangan Tenis

Lapangan Golf & Club
House

Lapangan olah raga

Fitness Center

Sport Center

Gedung pertemuan
lingkungan

Gedung pertemuan kota

Gedung serba guna

Balai pertemuan dan
pameran

Pusat informasi
lingkungan

Lembaga
sosial/organisasi
kemasyarakatan




ZONA ZONA
ZONA EKOSIS PEMBANG
ZONA ZONA
P A PERTANIAN PERIKANAN e
ROVE LISTRIK
a, <
>
2 = | = | §| & | =z
; o5 85| 2| 5§ | z | & Eg
No Kegiatan % E 2 8 5 = = 8 5 %
2g 22| & | B | 2| 2 | z3
=1 Z o)
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29 L - I - a5
a E 2 =)
& &
PS EM P-3 P-4 IK-1 1K-2 PTL
199 Lapangan parkir umum
200 Panti Sosial T1,T3 T1,T3
201 Cagar Budaya T3 T3 T3 T3 T3
202 Taman Budaya T3 T3 T3 T3 T3
203 Obyek Wisata Budaya T3 T3 T3 T3 T3
Industri & Pergudangan
Industri peralatan listrik
204
rumah tangga
205 Industri batu bata dari
tanah liat/ keramik
Industri bahan
206 bangunan dari tanah
liat/ keramik
207 Industri Furniture
Industri
208 kakao,cokelat,dan
kembang gula
209 Industri Kain Tenun Ikat
Industri Pengolahan dan
210 Pengawetan Lainnya
untuk ikan
211 Industri pendinginan/

pengesan ikan

ZONA
PARI
TR ZONA PERUMAHAN
TA
— [©] e}
g 2| .2
Z z Z Z
& g 28 25
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w R-2 R-3 R-4
T1,T3
1 1 1
T3 T1,T2, | T1,T2, | T1,T2,
T3,T4 T3,T4 T3,T4
3 T1,T2, T1,T2, T1,T2,
T3,T4 T3,T4 T3,T4
W T1,T2, | T1,T2, | T1,T2,
T3,T4 T3,T4 T3,T4

ZONA
ZO PERTAHA
PERK
e NAN DAN
S KEAMA
NAN
: 2z
zZ
S 22
£
z Z3
g Iz
£E
& &
o
KT HK
TIT4 | Tim4 | Tim4
T2, | TT2, | T1T2, | T1TR,
13714 | T34 | T34 | T3 T4
T172, | TULT2, | TiT2, | T1TR,
13714 | T34 | T34 | T3TA
T1T2, | TiT2, | TiT2, | TITR,
1374 | T34 | 1374 | T3T4

T1,13 | T1,18 | T1,T3
T3 T3 T3
T3 T3 T3

T3

T3



ZONA ZONA
ZONA P PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN NI KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN

PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

Industri pengolahan dan
pengawetan buah-
buahan dan sayuran

Inudstri makanan dan
masakan olahan

industri Daur ulang

Kegiatan Rumah Potong
Dan Pengepakan Daging
Unggas

Kegiatan Rumah Potong
Dan Pengepakan Daging
Bukan Unggas

Industri Ikan
(Penggaraman/Pengerin
gan/ pengasapan/
pemanggangan/
pengawetan/
pengolahan dlI

Industri Penggilingan

dan Tepung

Industri Penggilingan
Padi Dan Jagung

Industri Produk Roti
dan Kue

Industri Sirup

Industri Makanan Dan
Masakan Olahan

Industri Pengolahan
Herbal (Herb Infusion)

Industri Kecap




ZONA ZONA
ZONA P PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN NI KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN

Kegiatan

EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

Industri Bumbu Masak
Dan Penyedap Masakan

Industri Produk Masak
Dari Kelapa

Industri Produk Masak
Lainnya

Industri Makanan Bayi

Industri Kue Basah

Industri
Kerupuk,Keripik,Peyek
Dan Sejenisnya

Industri Produk
Makanan Lainnya

Industri Makanan
Hewan

Industri Minuman
Ringan

Industri Air Kemasan

Industri Air Minum Isi
Ulang

Industri Minuman
Lainnya

Industri Persiapan Serat
Tekstil

Industri Kain Rajutan/
Sulaman/ Bordir




ZONA ZONA
ZONA P PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN NI KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN

Kegiatan

EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

Industri Barang Jadi
Tekstil

Industri Tali dan Barang
Dari Tali

Industri Kain Pita
(Narrow Fabric)

Industri Yang
Menghasilkan Kain
Keperluan Industri

Industri Non Woven
(Bukan Tenunan)

Industri Kain Ban

Industri Pakaian Jadi
(Konveksi)

Penjahitan Dan
Pembuatan Pakaian
Sesuai Pesanan

Industri Perlengkapan
Pakaian

Industri Pakaian Jadi
Rajutan/Sulaman/
Bordir

Industri Kulit Dan Kuli
Buatan

Industri Barang Dari
Kulit Dan Kulit Buatan

Industri Alas
Kaki/Sepatu

(penggergaj
pengolahan/pengawetan




EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
Kegiatan

Industri Kayu Lapis

Industri Barang
Bangunan Dari Kayu

Industri Wadah Dari
Kayu

Industri Barang
Anyaman Dari Rotan
Dan Bambu

Industri Baran;
Anyaman Dari Tanaman
Bukan Rotan Dan
Bambu

Industri Kerajinan
Ukiran Dari Kayu
Bukan Mebeller

Industri Alat Dapur Dari
Kayu,Rotan Dan Bambu

Industri Kayu Bakar
Dan Pelet Kayu

Industri Barang Dari
Kayu,Rotan,Gabus
Lainnya

Industri Kertas

Industri Barang Dari
Kertas Dan Papan
Kertas Lainnya Ytdl

Industri Pencetakan

Reproduksi Media
Rekaman

Industri Kimia Dasar
Organik Untuk Bahan
Baku Zat Warna Dan




EKOSISTEM
MANGROVE
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
No Kegiatan

Pigmen,Zat Warna Dan
Pigmen

Industri Pupuk

Industri Damar Buatan
(Resin Sintetis) Dan
Bahan Baku Plastik

Industri Karet Buatan

Industri Bahan Baku
Pemberantas Hama
(Bahan Aktif)

Industri Pemberantas
Hama (Formulasi)

Industri Zat Pengatur
Tumbuh

Industri Bahan
Amelioran (Pembenah
Tanah)

Industri Cat Dan Tinta
Cetak

Industri Pernis
(Termasuk Mastik)

Industri Lak

Industri Sabun Dan
Bahan Pembersih
Keperluan Rumah
Tangga

Industri
Kosmetik, Termasuk
Pasta Gigi

Industri Perekat/Lem




)

Industri Tinta

Industri Korek Api

Industri Barang Kimia
Lainnya Ytdl

Industri Farmasi

Industri Obat
Tradisional

Industri Ban

Industri Karet

Industri Barang Dari
Karet

Industri Barang Dari
Plastik Untuk Bangunan

Industri Pipa Plastik
Dan Perlengkapannya

Industri Barang Plastik
Lembaran

Industri Perlengkapan
Dan Peralatan Rumah
Tangga (Tidak Termasuk
Furnitur)

Industri Barang Dan
Peralatan
Teknik/Industri Dari
Plastik

Industri Barang Plastik
Lainnya Ytdl

ZONA
ZONA
PERLINDUNGAN
e PERIKANAN

EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PERIKANAN BUDIDAYA

ZONA
PEMBANG
KITAN
TENAGA
LISTRIK

PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK

PARIWISATA

ZONA PERUMAHAN

PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH

PERKANTORAN

ZONA
PERTAHA
NAN DAN

KEAMA
NAN

PERTAHANAN DAN
KEAMANAN




)

Industri Kaca

Industri Barang Dari
Kaca

Industri
Bata,Mortar,Semen,Dan
Sejenisnya Yang Tahan
Api

Industri Peralatan
Saniter Dari Porselen

Industri Alat
Laboratorium Dan Alat
Listrik/Teknik Dari
Porselen

Industri Barang Tanah
Liat/ Keramik Dan
Porselen Lainnya Bukan
Bahan Bangunan

Industri Barang Dari
Semen

Industri Barang Dari
Batu Untuk Keperluan
Rumah
Tangga,Pajangan,Dan

Industri Barang Dari
Marmer,Granit Dan
Batu Lainnya

Industri Pipa Dan
Sambungan Pipa Dari
Baja Dan Besi

Industri Barang Dari
Logam

Industri Tangki,Tandon
Air Dan Wadah Dari
Logam

Industri
Penempaan,Pengepresan
,Pencetakan Dan
Pembentul Logam;
Metalurgi Bubuk

ZONA
ZONA
PERLINDUNGAN
e PERIKANAN

EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PERIKANAN BUDIDAYA

ZONA
PEMBANG
KITAN
TENAGA
LISTRIK

PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK

PARIWISATA

ZONA PERUMAHAN

PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH

PERKANTORAN

ZONA
PERTAHA
NAN DAN

KEAMA
NAN

PERTAHANAN DAN
KEAMANAN




EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
No Kegiatan

Industri Untuk Berbagai
Pengerjaan Khusus
Logam Dan Barang Dari
Logam

Industri Alat Potong Dan

308 Perkakas Tangan

Industri Ember,
Kaleng,Drum Dan

Wadah Sejenis Dari
Logam

Industri Barang Dari
Kawat

Industri Paku,Mur Dan
Baut

Industri Peralatan
Kantor dan Rumah Dari
Logam

Industri Motor Listrik

Industri Mesin
Pembangkit Listrik

Industri Pengubah
Tegangan (Transfor-
mator),Pengubah Arus
(Rectifier) Dan
Pengontrol Tegangan
(Voltage Stabilizer)

Industri Peralatan
Pengontrol Dan
Pendistribusian Listrik

Industri Batu Baterai
Dan Akumulator Listrik

Industri Kabel Serat
Optik

Industri Kabel Listrik
Dan Elektronik Lainnya




EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

PERIKANAN BUDIDAYA

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
No Kegiatan

Industri Peralatan
Penerangan

Industri Peralatan
Elektrotermal Rumah
Tangga

Industri Peralatan
Pemanas Dan Masak
Bukan Listrik Rumah
Tangga

Industri Mesin dan
Peralatan Kantor Dan
Akuntansi

Industri Perkakas
Tangan Yang
Digerakkan Tenaga

Industri Mesin Untuk
Keperluan Umum

Industri Mesin Dan
Perkakas Mesin

Industri Mesin Metalurgi

Industri Mesin
Penambangan,Penggalia
n Dan Konstruksi

Industri Mesin
Pengolahan
Makanan,Minuman Dan
Tembakau

Industri Kendaraan
Bermotor Roda Empat
Atau Lebih

Industri Karoseri
Kendaraan Bermotor
Roda Empat Atau Lebih
Dan Industri Trailer Dan
Semi Trailer

Industri Suku Cadang
Dan Aksesori Kendaraan
Bermotor Roda Empat
Atau Lebih




)

Industri Sepeda Motor
Roda Dua Dan Tiga

Industri Komponen Dan
Perlengkapan Sepeda
Motor Roda Dua Dan
Tiga

Industri Alat Musik
Industri Alat Olahraga

Industri Alat Permainan

Industri Peralatan dan
Perlengkapan
Kedokteran Dan
Kedokteran Gigi

Industri Alat Tulis Dan
Gambar Termasuk
Perlengkapannya

Industri Kerajinan

Industri Peralatan
Untuk Pelinduung
Keselamatan

Industri Pengolahan

Lainnya

Pabrik Es
Aktifatas Pengepakan

Kawasan Industri

Pergudangan dan
Penyimpanan

ZONA
ZONA
PERLINDUNGAN
e PERIKANAN

EKOSISTEM
MANGROVE

I PERKEBUNAN
I PETERNAKAN

I PERIKANAN TANGKAP

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PERIKANAN BUDIDAYA

ZONA
PEMBANG
KITAN
TENAGA
LISTRIK

PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK

PARIWISATA

ZONA PERUMAHAN

PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH

PERKANTORAN

ZONA
PERTAHA
NAN DAN

KEAMA
NAN

PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
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347 Aktivitas Perawatan dan
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348 Aktivitas pemakaman
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Aktivitas jasa perawatan
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PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
MANGROVE
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
PERIKANAN TANGKAP
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

ZONA ZONA
ZONA TR PEMBANG PERTAHA
PERLINDUNGAN BTN KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
SETEMPAT TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN
Kegiatan

Peternakan sapi dan
kerbau sesuai kbli

Peternakan Kuda dan
Sejenisnya

Peternakan Domba dan
Kambing serta Kandang
Hewan

Peternakan Babi

Peternakan Unggas dan
Kandang Hewan

Jasa Penunjang
Peternakan Lainnya

Perburuan dan
penangkapan satwa liar

Penangkaran
Tumbuhan/Satwa Liar

Jasa penangkapan ikan

- Budidaya Ikan Air Tawar

REKREASI/ HOBI

Wisata Pantai
buatan/binaan manusia
Wisata Tirta Lainnya
Wisata Budaya Lainnya




ZONA ZONA
PEMBANG PERTAHA
KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN

ZONA
PERLINDUNGAN
SETEMPAT

ZONA
PERIKANAN

Kegiatan

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
EKOSISTEM
MANGROVE
PERIKANAN TANGKAP
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERKANTORAN
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

I PERKEBUNAN I

I PETERNAKAN

E

Perpustakaan,Arsi
eum Kegiatan
Kebudayaan Lainnya
Ak ivitas Seni

Pertu ukan
Aktivitas Impresariat
Bidang Seni Dan
Festival Seni
Aktivitas Penyewaan
dan Sewa Guna Usaha
Tanpa Hak Opsi Alat
Pesta

383 Aktivitas Pelayanan
Kesehatan Tradisional
Aktivitas Kebugaran
Lainnya
Jasa Pramu Wisata

- Lapangan Sepak Bola
Jasa informasi
389 pariwisata dan daya
tarik wisata

s Biro Perjalanan

Wisata
Kolam Pemancingan

Zona Lain (TERMASUK LITAS)

Pengumpulan limbah
dan sampah
Treatment dan
pembuangan sampah

Pemulihan Material

BTS Konstruksi Sentral
elekomunikas

konstruksi gedung T1,T2, T1,T2,
lainnya T3,T4 T3,T4
penyediaan tenaga T1,T2, T1,T2,
listrik T3,T4 T3,T4
Pengadaan dan

399 D; busi Gas Alam T1,T2 T1,72
Buatan




PERLINDUNGAN
SETEMPAT

Penampungan,Penjernih
an dan Penyaluran Air
Minum

Penampungan dan
Penyaluran Air Bal
Instalasi Saluran Air
(Plambing)

(Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

emadam Kebakaran)

Penggalian Batu, Pasir,

Aktivitas Penunjang
406 Pertambangan dan
Penggalian Lainnya

Gedung olah raga

ZONA
PERLINDUNGAN
SETEMPAT
Kegiatan

ZONA ZONA
PEMBANG PERTAHA
KITAN ZONA PERUMAHAN NAN DAN
TENAGA KEAMA
LISTRIK NAN

ZONA
PERIKANAN

EKOSISTEM
MANGROVE
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
PERIKANAN TANGKAP
PERIKANAN BUDIDAYA
PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK
PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

Aktivitas Perparkiran di
Badan Jalan (On Street
Parking dan offstreet
parking)

Konstruksi Bangunan
409 Prasarana Sumber Daya
Air
410 konstruksi jalan dan rel

Peninggalan Sejarah/
Cagar Budaya Yang
Dikelola Pemerintah
Peninggalan Sejarah/
Cagar Budaya Yang
Dikelola Swasta

RANSPORTASI

Aktifitas terminal darat

Angkutan Melalui
Saluran Pipa

4
Angkutan Darat Lainnya
415 b
untuk Penumpa

Aktivitas Penunjan,

416 Angkutan Darat Lainnya

Angkutan Laut

Angkutan Sungai,Danau
Dan Penyeberangan

gl
419 Negeri untuk
Penumy
420 Aktivitas Pelayanan
- Kepelabuhanan Laut

Aktivitas Pelayanan
Kepelabuhanan
Penyeberangan




No Kegiatan

LISTRIK

ZONA PERUMAHAN

PERLINDUNGAN
SETEMPAT
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
PERIKANAN TANGKAP

PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK

ZONA
PERK
ANTO

PARIWISATA
PERUMAHAN
KEPADATAN TINGGI
PERUMAHAN
KEPADATAN SEDANG
PERUMAHAN
KEPADATAN RENDAH

% | PERIKANAN BUDIDAYA

R
s
N

Konstruksi Bangunan

422 Pelabuhan Perikanan

Aktivitas Pelabuhan

423 Perikanan

Aktivitas

424 Kebandarudaraan

Aktivitas Kebandaruda-
raan dan Jasa
Pelayanan Navigasi
Penerbangan

425

Aktivitas Stasiun Kereta

426 ‘Api

Keterangan :

I = Pemanfaatan Diperbolehkan /Diizinkan.

T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas.

Klasifikasi T1 = Pembatasan jumlah suatu kegiatan di dalam zona/sub-zona.

Klasifikasi T2 = Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan.

Klasifikasi T3 = Pembatasan intensitas ruang di dalam zona/sub-zona.

Klasifikasi T4 = Pembatasan luasan suatu kegiatan di dalam zona/sub-zona.

B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu.

Klasifikasi B1 = Bersyarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klasifikasi B2 = Bersyarat wajib melakukan kesesuaian terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan
kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi.

Klasifikasi B3 = Bersyarat wajib dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan.

Klasifikasi B4 = Bersyarat wajib tetap menjaga dan berkaitan dengan persyaratan terkait estetika bangunan dan lingkungan.

X = Pemafaatan Tidak Diizinkan (Dilarang).

PERKANTORAN
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
ZONA LINDUNG WP PERKOTAAN MAUMERE

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

10%

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

0,1%

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

85%

luas kaveling minimum

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

@™o oo |o|e

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum

20%

II

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

5 meter

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

Y2 rumija+1 meter

Jarak bebas samping (JBS) minimum

alo|o|p

jarak bebas belakang (JBB) minimum




Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perlindungan setempat;
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter;
- jalur pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Tersedia jembatan penghubung antar wilayah;
e Tersedia jalur hijau;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
SARANA MINIMUM
e Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan sempadan sungai; dan

e Bangunan struktur dan sistem perlindungan sungai yang memadai,




Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 20%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija+1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau:
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
- penerangan jalan dan pedestrian,;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;




Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Pos jaga dan informasi;
e RTNH;
e Toilet; dan
e shelter angkutan umum.




Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 15%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,15

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 20%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija+1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau:
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
- penerangan jalan dan pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya:
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan




Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
SARANA/FASILITAS MINIMUM

e Pos jaga dan informasi;
e RTNH;

e Toilet; dan

e shelter angkutan umum.




Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 20%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum V5 rumija+1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau:
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
- penerangan jalan dan pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).




Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Pos jaga dan informasi;

e RTNH;

e Toilet; dan

e shelter angkutan umum.




Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 15%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,15

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 20%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau:
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
- penerangan jalan dan pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).




Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Pos jaga dan informasi;

e RTNH;

e Toilet; dan

e shelter angkutan umum.




Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 10%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum V5 rumija+1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau:
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
- penerangan jalan dan pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).




Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

SARANA/ FASILITAS MINIMUM
e Pos jaga dan informasi;

e RTNH;

e Toilet; dan

e shelter angkutan umum.




Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 20%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau:
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
- penerangan jalan dan pedestrian.
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).




Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Pos jaga dan informasi;

e RTNH;

e Toilet; dan

e shelter angkutan umum.




Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

L}

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 10%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ekosistem mangrove;
e Jaringan jalan dan utilitas:
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
- penerangan jalan dan pedestrian.
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Penyediaan sistem jaringan persampahan;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam
peraturan/perundangan yang telah berlaku;
e Jaringan evakuasi bencana:
- tersedia rambu penunjuk jalur mitigas;
- tersedia sistem peringatan dini; dan
- tersedia jalur evakuasi bencana.
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e RTNH;
e Toilet; dan
e Pos penjaga dan informasi.




ZONA BUDI DAYA WP PERKOTAAN MAUMERE
Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 10%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM

e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani sub-zona Perkebunan;

Jalan usaha tani;

Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
Penyediaan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan dan persyaratan teknis untuk mendukung kegiatan pertanian;

Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam
peraturan/perundangan yang telah berlaku;

Jaringan evakuasi bencana:

- tersedia rambu penunjuk jalur mitigasi;

- tersedia sistem peringatan dini; dan

- tersedia jalur evakuasi bencana.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

e Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan perkebunan.




Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 10%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM

e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani sub-zona Perkebunan;

e Jalan usaha tani;

e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
Penyediaan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan dan persyaratan teknis untuk mendukung kegiatan pertanian;

Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam
peraturan/perundangan yang telah berlaku;

Jaringan evakuasi bencana:

- tersedia rambu penunjuk jalur mitigasi;

- tersedia sistem peringatan dini; dan

- tersedia jalur evakuasi bencana.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

e Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan perkebunan.




Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. | luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 10%
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perikanan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter;
e Jalur pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Tersedia jembatan penghubung antar wilayah;
e Tersedia jalur hijau;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
SARANA MINIMUM
e Struktur bangunan perlindungan Pantai; dan
e Sarana penyimpanan sementara hasil tangkap




Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. | luas kaveling minimum

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 10%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perikanan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter;
e Jalur pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Tersedia jembatan penghubung antar wilayah;
e Tersedia jalur hijau;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
SARANA MINIMUM
e Pos informasi; dan
e Sarana penyimpanan hasil budidaya.




Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

L}

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10%

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y» rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona pembangkitan tenaga listrik:
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
- penerangan jalan dan pedestrian.
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya,;
e Terlayani jaringan telekomunikasi:
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
e Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona pembangkitan tenaga listrik adalah sebagai berikut:
-  merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal,




Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

-  merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan;
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi; dan
penyediaan terutama sebagai sabuk hijau untuk pembatasan pemanfaatan.
SARANA /FASILITAS MINIMUM
e Parkir;
e Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat;
e Pos jaga;
e Toilet; dan
e Tempat ibadah.




Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

L}

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y» rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona kawasan peruntukan industri dan
memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya;
e Pedestrian menerus di tepi jalan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian;
e Sistem parkir yang terdiri atas:
- off street parking pada jalan arteri dan kolektor; dan
- on street parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana
pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan,
perkantoran, sekolah, dan lainnya).
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;




Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase:
- jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.
e Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
- penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait; dan
- memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
e Sistem pengolahan air limbah:
- menyediakan sistem pengolahan air limbah industri.
e Vegetasi:
- penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman untuk meredam gaya air tsunami
- menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
- merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
- tempat evakuasi sementara (TES);
- tempat evakuasi akhir (TEA);
- rambu evakuasi bencana;
- sistem peringatan dini;
pembuatan penghambat gesekan untuk mengurangi energi gelombang yang merusak; dan
pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko.
SARANA /FASILITAS MINIMUM
e Fasilitas toilet;
e Shelter angkutan umum;
e Tempat ibadah;
e Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; dan
e RTNH




Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

L}

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y» rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona pariwisata:
- pedestrian menerus di tepi jalan;
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- penerangan jalan dan pedestrian; dan
- sistem parkir berupa off street parking;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hirarkinya;
Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
Terlayani jaringan telekomunikasi;
Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;




Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

e Sistem Evakuasi Bencana yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
e Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona pariwisata adalah sebagai berikut:
-  menyediakan taman vertikal atau vertical garden;
-  menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal,
- merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan

- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi

SARANA/FASILITAS MINIMUM

e Pos jaga dan informasi;

Toilet umum;

Ruang ibadah;

Ruang makan; dan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.




Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

L}

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,2

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. | luas kaveling minimum 72 meter persegi (m2)
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y» rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

I

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perumahan dan memberikan rasa
keamanan dan kenyamanan bagi warganya,;
e Pedestrian menerus di tepi jalan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase:
- jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

e Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
- penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait; dan
- memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
e Sistem Evakuasi Bencana
- fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
- rambu evakuasi; dan
- sistem peringatan dini.
e Vegetasi
-  merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak;
e Tempat parkir;
e Toilet;
e Tempat ibadah;
e Balai Warga,;
e Pos Keamanan;
o TK dan SD;
e Tempat penampungan/kontainer sampah sementara;
e Fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas; dan
e Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

L}

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. | luas kaveling minimum 90 meter persegi (m2)
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perumahan dan memberikan rasa keamanan
dan kenyamanan bagi warganya,;
e Pedestrian menerus di tepi jalan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya,;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase:
- jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

e Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
- penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait; dan
- memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
e Sistem Evakuasi Bencana:
- fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
- rambu evakuasi; dan
- sistem peringatan dini.
e Vegetasi
kriteria pemilihan vegetasi untuk zona perumahan adalah sebagai berikut:
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak;
e Tempat parkir;
e Tempat ibadah;
e Balai Warga;
o Pos Keamanan;
o TK dan SD;
e Tempat penampungan/kontainer sampah sementara;
e Fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas; dan
e Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

L}

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. | luas kaveling minimum 120 meter persegi (m?)
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perumahan dan memberikan rasa
keamanan dan kenyamanan bagi warganya,;
e Pedestrian menerus di tepi jalan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya,;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase:
- jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

e Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
- penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait; dan
- memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
e Sistem Evakuasi Bencana:
- fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
- rambu evakuasi; dan
- sistem peringatan dini.
e Vegetasi
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak;
e Tempat parkir;
e Tempat ibadah;
e Balai Warga;
e Pos Keamanan;
o TK dan SD;
e Tempat penampungan/kontainer sampah sementara;
e Fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas; dan
e Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.




Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

L}

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y» rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona sarana pelayanan umum dan memberikan
rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya,;
e Pedestrian menerus di tepi jalan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian;
e Sistem parkir yang terdiri atas:
- off street parking pada jalan arteri dan kolektor; dan
- on street parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana
pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan,
perkantoran, sekolah, dan lainnya).
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan

rekomendasi dari instansi terkait;
e Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
e Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona SPU adalah sebagai berikut:
- menyediakan taman atau atau roof garden;
- menyediakan taman balkon atau balcony garden,;
- menyediakan taman koridor atau corridor garden;
- menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
- merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap,
bervariasi.
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
- tempat evakuasi sementara (TES) pada subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan;
- tempat evakuasi akhir (TEA) pada subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
- rambu evakuasi bencana; dan
sistem peringatan dini.
SARANA /FASILITAS MINIMUM
e Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
e Tempat ibadah;

dengan ketinggian tanaman

e Persyaratan parkir kendaraan mobil pada zona sarana pelayanan umum adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m?2 luas lantai;

e Shelter angkutan umum;

e Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
e RTNH; dan

e Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona sarana pelayanan umum dan memberikan
rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya;
e Pedestrian menerus di tepi jalan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian;
e Sistem parkir yang terdiri atas:
- off street parking pada jalan arteri dan kolektor; dan
- on street parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana
pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan,
perkantoran, sekolah, dan lainnya.)
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi,




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
e Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona SPU adalah sebagai berikut:
- menyediakan taman atau atau roof garden;
- menyediakan taman balkon atau balcony garden,;
- menyediakan taman koridor atau corridor garden,;
- menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
- merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
- tempat evakuasi sementara (TES) pada subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan;
- tempat evakuasi akhir (TEA) pada subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
- rambu evakuasi bencana; dan
- sistem peringatan dini.
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
e Tempat ibadah;
e Persyaratan parkir kendaraan mobil pada zona sarana pelayanan umum adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m?2 luas lantai;
e Shelter angkutan umum;
e Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
o RTNH; dan
e Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona sarana pelayanan umum dan memberikan
rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya;
e Pedestrian menerus di tepi jalan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian,;
e Sistem parkir yang terdiri atas:
- off street parking pada jalan arteri dan kolektor; dan
- on street parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana
pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan,
perkantoran, sekolah, dan lainnya.)
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
e Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona SPU adalah sebagai berikut:
- menyediakan taman atau atau roof garden;
- menyediakan taman balkon atau balcony garden,;
- menyediakan taman koridor atau corridor garden,;
- menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
- Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
- tempat evakuasi sementara (TES) pada subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan;
- tempat evakuasi akhir (TEA) pada subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
- rambu evakuasi bencana; dan
- sistem peringatan dini.
SARANA/FASILITAS MINIMUM
Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
Tempat ibadah;
Persyaratan parkir kendaraan mobil pada zona sarana pelayanan umum adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m2 luas lantai;
Shelter angkutan umum;
Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
RTNH dan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.




Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 75%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 5,25

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 735%

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 35 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perdagangan dan jasa dan memberikan rasa
keamanan dan kenyamanan bagi warganya,;
e Pedestrian menerus di tepi jalan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian;
e Sistem parkir yang terdiri atas:
- off street parking pada jalan arteri dan kolektor; dan
- on street parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana
pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan,
perkantoran, sekolah, dan lainnya); dan
- persyaratan parkir kendaraan mobil pada lahan perdagangan dan komersil adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap SO0m?2 luas
lantai.




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang

disabilitas;

Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan

hirarkinya;

Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

Terlayani jaringan telekomunikasi;

Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

Jaringan drainase:

- jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.

Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:

- penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;

- sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan

- memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

Vegetasi

- menyediakan taman atau atau roof garden,;

- menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;

- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan

- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.

e Sistem Evakuasi Bencana:

- fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES);
- rambu evakuasi; dan
- sistem peringatan dini.

SARANA/FASILITAS MINIMUM

e Shelter angkutan umum;

e Toilet;

e Tempat ibadah;

e Pos jaga;

e Bongkar muat; dan

e Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 25 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM

e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perdagangan dan jasa dan memberikan rasa
keamanan dan kenyamanan bagi warganya;

e Pedestrian menerus di tepi jalan;

e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

e Penerangan jalan dan pedestrian;

e Sistem parkir yang terdiri atas:

- off street parking pada jalan arteri dan kolektor;

- on street parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana
pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan,
perkantoran, sekolah, dan lainnya);

- persyaratan parkir kendaraan mobil pada lahan perdagangan dan komersil adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m?2 luas
lantai.

e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;

e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya,;




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Jaringan drainase:
- jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.
e Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
- penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
- sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan
- memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
e Vegetasi:
- kriteria pemilihan vegetasi untuk zona perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
e Sistem Evakuasi Bencana:
- fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES);
- rambu evakuasi; dan
- sistem peringatan dini
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Shelter angkutan umum;
e Bongkar muat;
e Toilet;
e Tempat ibadah;
e Pos jaga; dan
e Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

L}

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 25 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM

e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perdagangan dan jasa dan memberikan rasa
keamanan dan kenyamanan bagi warganya;

e Pedestrian menerus di tepi jalan;

e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

e Penerangan jalan dan pedestrian;

e Sistem parkir yang terdiri atas:

- off street parking pada jalan arteri dan kolektor;

- on street parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana
pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan,
perkantoran, sekolah, dan lainnya); dan

- persyaratan parkir kendaraan mobil pada lahan perdagangan dan komersil adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 5S0m?2 luas
lantai.

e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Jaringan drainase:
- jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.
e Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
- penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
- sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan
- memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
e Vegetasi:
kriteria pemilihan vegetasi untuk zona perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
e Sistem Evakuasi Bencana
- fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES);
- rambu evakuasi; dan
- sistem peringatan dini
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Shelter angkutan umum;
e Bongkar muat.




Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,0

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 25 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perkantoran memberikan rasa keamanan dan
kenyamanan bagi warganya,;
e Pedestrian menerus di tepi jalan;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian;
e Sistem parkir yang terdiri atas:
- off street parking pada jalan arteri dan kolektor; dan
- on street parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar damija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana
pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan,
perkantoran, sekolah, dan lainnya)
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;




Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
e Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona perkantoran adalah sebagai berikut:
- menyediakan taman atau atau roof garden;
- menyediakan taman podium atau podium garden;
- menyediakan taman balkon atau balcony garden;
- menyediakan taman koridor atau corridor garden;
- menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;
- menyediakan taman dalam kontainer atau container garden;
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Pos jaga dan informasi
e Shelter angkutan umum;
e Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik;
e Tempat ibadah;
e Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;




Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona transportasi;
- penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- penerangan jalan dan pedestrian yang terkoneksi; dan
- sistem parkir off street.
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya,;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.




Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
e Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona transportasi adalah sebagai berikut:
- menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
- merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan;
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi; dan
- jalur hijau.
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA)

SARANA/FASILITAS MINIMUM

e Fasilitas transportasi pendukung penyediaan prasarana transportasi;
e Ruang tunggu;

e Konektivitas dengan shelter;

o Toilet umum;

e Tempat makan;

e Ruang ibadah;

e Parkir;

e Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan

e Pos jaga dan informasi.




Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona pertahanan dan keamanan,;
e Pedestrian;
e Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
e Penerangan jalan dan pedestrian;
e Parkir;
e Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
disabilitas;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Jaringan drainase:
- jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.




Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

e Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:
- penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait; dan
- memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
e Vegetasi
- menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal,;
- merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Pos jaga dan informasi;
e Tempat ibadah;
e toilet; dan
e Ruang Terbuka Hijau (RTH) semi publik.




Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

—

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, rumija + 1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

I11

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

PRASARANA MINIMUM
e Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona peruntukan lainnya dan memberikan rasa
keamanan dan kenyamanan bagi warganya:
jalan utama;
pedestrian menerus di tepi jalan;
penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- penerangan jalan dan pedestrian; dan
- parkir;
e Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya,;
e Terlayani jaringan telekomunikasi;
e Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;




Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

e Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
e Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
e Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
e Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona peruntukan lain adalah sebagai berikut:
- menyediakan taman dalam pot atau planter box garden;
- merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan
- tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
e Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas:
- signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- sistem peringatan dini; dan
- jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
SARANA/FASILITAS MINIMUM
e Pos jaga;
Tempat ibadah;
Bongkar muat pada subzona pergudangan;
Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan
Toilet.
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